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Penyusunan Laporan Kinerja Sekretariat Jendera Dewan Perwakilan Rakyat Republik 

Indonesia (Setjen DPR RI) Tahun 2020 merupakan bentuk akuntabilitas kinerja Setjen DPR RI 

dalam mempertanggungjawabkan keberhasilan/kegagalan pelaksanaan program dan 

kegiatan dalam rangka mencapai sasaran dan indikator kinerja sebagaimana telah tertuang 

dalam Perjanjian Kinerja Tahun 2020 dengan target yang sudah ditetapkan. Adan ya dinamika 

dalam pemberian dukungan pelaksanaan wewenang dan tugas DPR RI perlu melakukan 

penataan organisasi yang disesuaikan dengan kebutuhan yang ada di Setjen DPR RI. Untuk 

melakukan penataan organisasi perlu memperhatikan unsur-unsur yang ada di dalamnya 

seperti Kelembagaan/Ketatalaksanaan, Sumber Daya Manusia, dan lnfrastruktur. Dalam hal 

kelembagaan, Setjen DPR RI telah melakukan perubahan yang cukup mendasar dengan 

diundangkannya Peraturan Presiden Nomor 26 Tahun 2020 tentang Sekretariat Jenderal 

Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia dan saat ini Setjen DPR RI sedang dalam proses 

penyusunan Peraturan Sekretaris Jenderal tentang organisasi dan tata kerja sebagai 

peraturan pelaksanaan dari Peraturan Presiden dimaksud. 

Tahun 2020 merupakan tahun pertama periode Rencana Strategis Setjen DPR RI yang 

telah dituangkan dalam Peraturan Sekretaris Jenderal Dewan Perwakilan Rakyat Republik 

Indonesia Nomor 10 Tahun 2020 tentang Rencana Strategis Sekretariat Jenderal Dewan 

Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Tahun 2020-2024. Sehingga tahun ini merupakan titik 

awal indikator kinerja yang penetapan targetnya telah direncanakan sampai dengan tahun 

2024. Perbaikan indikator juga dilaksanakan dalam rangka menghasilkan kualitas indikator 

kinerja yang lebih baik dan sesuai dengan rekomendasi dari pihak terkait. 

Pada tahun 2020 Setjen DPR RI melaksanakan 2 (dua) program yaitu Program 

Dukungan Manajemen Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya dan Program Dukungan Keahlian 

Fungsi Dewan. Secara umum kinerja Setjen DPR RI dapat mencapai target yang telah 

ditetapkan bahkan dibandingkan dengan capaian kinerja tahun sebelumnya beberapa 

mdikator kinerja melebihi target yang di tetapkan. Target Kinerja Tahun 2020 ada 3 Sasaran 

yang terbagi dalam 11 indikator. Capaian indikator kinerja dari Perjanjian Kerja Setjen DPR 

RI pada tahun 2020 sebagai berikut: 
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Dari 11 indikator sebagaimana digambarkan di atas, terdapat 3 indi kator yang melebihi 

target, 6 indikator yang sesuai dengan target, dan 2 indikator yang belurn mencapai target 

yang telah ditetapkan. Kinerja Setjen DPR RI yang melebihi target atau sesuai dengan target 
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sebelumnya dalam menyusun rencana dan melaksanakan kegiatan di tahun 2020. 

Sedangkan untuk indikator kinerja yang belum mencapai target akan dilakukan evaluasi dan 

ditindaklanjuti pada tahun berikutnya. 

Pandemi COVID-19 yang merupakan bencana nasional telah mempengaruhi upaya 

untuk pencapaian target, namun Setjen DPR RI telah berupaya melakukan penyesuaian 

dalarn mekanisme kerja sehingga target indikator yang telah ditetapkan sebagian besar 

dapat tercapai. 
Dari kendala yang ada dan prediksi kebutuhan di tahun 2021 terdapat beberapa 

rekomendasi dan rencana tindak Ian jut sebagai berikut: 
1. Untuk indikator kinerja yang sudah mencapai dan melebihi target agar dapat 

dipertahankan dan ditingkatkan sehingga target jangka menengah sebagaimana 

terdapat dalam renstra Setjen DPR RI 2020-2024 dapat tercapai. 
2. Menyusun pedoman/pengaturan internal yang mengatur tentang penerapan 

Pengelolaan lnformasi Publik dan penyajian data, menyediakan sarana prasarana, SOM, 

dan mengembangkan Aplikasi PPID untuk mengakomodir pelayanan informasi publik 

secara optimal sehingga mendukung tercapainya visi Setjen DPR RI dalam memberikan 

informasi yang cepat dan akuntabel. 
3. Terkait pencapaian indikator jumlah program diklat yang memperoleh akreditasi 

minimal "B" perlu dilakukan pengembangan pelaksanaan diklat secara virtual. 
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Jakarta, i...t; Februari 2021 
SekreJaris Jenderal 

P l uji syukur kami panjatkan kehadirat Tuhan 
Yang Maha Esa yang telah melimpahkan 
rahmat dan hidayah-Nya sehingga Laporan 

Kinerja Sekretariat Jenderal DPR RI Tahun 2020 dapat 
terse lesa i ka n. 
Penyusunan laporan Kinerja lnstansi Pemerintah (LKIP) 
merupakan kewajiban bagi setiap instansi pemerintah 
sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Presiden 
Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem 
Akuntabilitas Kinerja lnstansi Pemerintah (SAKIP) dalam 
rangka pertanggungjawaban pelaksanaan tugas dan 
fungsi Sekretariat Jenderal DPR RI atas penggunaan 
anggaran yang dikelola. 

Tahun 2020 merupakan tahun awal periode 
renstra tahun 2020-2024 sebagaimana ditetapkan melalui 
Peraturan Sekretaris Jenderal Dewan Perwakilan Rakyat 
Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2020 tentang 
Rencana Strategis Sekretariat Jenderal Dewan Perwakilan 

Rakyat Republik Indonesia Tahun 2020-2024. Dalam renstra tersebut memuat Visi, Misi, Tujuan, 
Sasaran, Arah Kebijakan, Kerangka Regulasi, Kerangka Kelembagaan, serta target kinerja dan 
kerangka pendanaan Setjen DPR Rl untuk tahun 2020-2024. Setjen DPR RI telah melakukan upaya­ 
upaya perbaikan dan peningkatan kinerja dalam rangka mendukung pelaksanaan tugas dan 
wewenang DPR RI. Oalam Laporan Kinerja ini dijelaskan pencapaian kinerja yang telah dicapai oleh 
Setjen DPR RI Tahun 2020. 

Laporan ini kami jadikan sebagai salah satu media komunikasi kami kepada publik dan para 
pemangku kepentingan lainnya untuk menyampaikan informasi kinerja Setjen OPR RI Tahun 2020. 
Seluruh saran dan krltik yang disampaikan atas penyusunan laporan Kinerja ini akan menjadi bahan 
evaluasi serta sebagai um pan balik untuk meningkatkan kinerja yang lebih baik di masa yang akan 
datang. Terima kasih kami ucapkan kepada seluruh pihak yang berperan dalam membantu 
penyusunan Laporan Kinerja ini. 

KATA PENGANTAR 
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Sekretariat Jenderal Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (Setjen DPR 

RI) merupakan lnstansi Pemerintah yang dalam menjalankan wewenang dan 

tugasnya bertanggungjawab kepada Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Republik 

Indonesia. Sekretariat Jenderal dipimpin oleh Sekretaris Jenderal. Setjen DPR RI 

mempunyai tugas menyelenggarakan dukungan di bidang persidangan, administrasi 

dan keahlian untuk kelancaran pelaksanaan wewenang dan tugas Dewan Perwakilan 

Rakyat Republik Indonesia. Setjen DPR RI terdiri atas Deputi Bidang Persidangan, 

Deputi Bidang Administrasi, Badan Keahlian, dan lnspektorat Utama. Dalam 

pelaksanaan tugasnya, keempat unit eselon I di bawah Setjen DPR RI saling bersinergi 

dalam memberikan dukungan kepada DPR RI. 

Dasar hukum tentang organisasi Setjen DPR RI yaitu Peraturan Presiden Nomor 

26 Tahun 2020 tentang Sekretariat Jenderal Dewan Perwakilan Rakyat Republik 

Indonesia sebagai pengganti Pera tu ran Presiden Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 

2015 tentang Sekretariat Jenderal dan Badan Keahlian Dewan Perwakilan Rakyat 

Republik Indonesia. Namun seiring berjalannya waktu, peraturan tersebut sudah 

tidak sesuat dengan dinamika dan perkembangan lembaga legislatif sehingga perlu 

diganti. 

Dalam rangka pelaksanaan reformasi birokrasi guna mewujudkan tata 

pemerintahan yang bersih dan bebas dari korupsi, serta untuk menmgkatkan kualitas 

pelayanan kepada rnasvarakat, diperlukan penguatan akuntabilitas kinerja bagi 

setiap instansi pemenntah tidak terkecuali untuk Setjen DPR RI. Di dalam Peraturan 

Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja lnstansi 

Pemerintah (SAKIP) dijelaskan yang dimaksud dengan akuntabilitas adalah 

perwujudan kewajiban suatu instansi pemerintah untuk mempertanggungjawabkan 

keberhasilan/kegagalan pelaksanaan program dan kegiatan yang telah diamanatkan 

para pemangku kepentingan dalam rangka mencapai rnisi organisasi secara terukur 

1.1. Gambaran Umum 

Pendahuluan 
Bab I 
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Laporan Kinerja Setjen DPR RI disusun dengan mengacu pada : 

1. Undang-U ndang Nomor 17 Tahun 2014 ten tang Majelis Permusyawaratan Rakyat, 

Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan 

Rakyat Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang­ 

Undang Nomor 13 Tahun 2019 (UU MD3); 

2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang 

Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme. 

1.2. Dasar Hukum 

instansi pemerintah yang disusun secara periodik. 

Menurut UU Nomor 28 Tahun 1999, salah satu azas penyelenggaraan good 

governance adalah akuntabilitas yaitu bahwa setiap kegiatan dan hasil akhir dari 

kegiatan penyelenggara negara harus dapat dipertanggungjawabkan kepada 

masyarakat atau rakyat. Salah satu bentuk akuntabilitas tersebut adalah berupa 

Laporan Kinerja. Laporan Kinerja adalah ikhtisar yang menjelaskan secara ringkas dan 

lengkap tentang capaian kinerja yang disusun berdasarkan Perjanjian Kinerja yang 

ditetapkan dalam rangka pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara. 

Setjen DPR RI mengelola anggaran DPR RI yang terdiri dari 2 (dua) Satuan Kerja 

(Satker) yaitu Satker Setjen dan Satker Dewan . Tahun 2020, Setjen DPR RI mengelola 

total anggaran DPR RI sebesar Rp. 5.128.671.829.000 dengan rincian Satker Setjen 

sebesar Rp. 1.280.038.081.000. dan Satker Dewan sebesar Rp. 3.848.633.748.000. 

Laporan Kinerja Setjen DPR RI Tahun 2020 sebagai salah satu bentuk 

pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugas dan fungsi selama Tahun 2020 dalam 

rangka melaksanakan misi dan mencapai visi Setjen DPR RI. Dalam penyusunan 

Laporan Kinerja Setjen DPR RI Tahun 2020 mengacu pada Perjanjian Kinerja yang 

telah dibuat. Dalam Perjanjian Kinerja tersebut berisi Sasaran Program, lndikator 

Kinerja, dan Target yang akan dicapai di tahun 2020. Berdasarkan indikator-indlkator 

yang sudah ditetapkan, dapat dilihat realisasi dari masing-masing indikator apakah 

mencapai target atau melebihi bahkan belum mencapai target. Capaian kinerja 

tersebut yang akan digunakan sebagai bahan evaluasi dan penyusunan perjanjian 

kinerja pada tahun berikutnya. 
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1.3. Tugas Pokok dan Fungsi serta Struktur Organisasi 
Setjen DPR RI merupakan Kesekretariatan Lembaga Negara yang dalam 

melaksanakan tugas dan fungsinya berada di bawah dan bertanggung jawab 

langsung kepada Pimpinan DPR RI. Setjen DPR RI mempunyai tugas pokok 

memberikan bantuan di bidang persidangan, administrasi, dan keahlian kepada DPR 

RI dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya serta menyelenggarakan 

pembinaan dan pelayanan tekrus dan administratif terhadap seluruh unsur di 

lingkungan Setjen DPR RI. Dalam menjalankan tugas dan fungsinya, Setjen DPR RI 

mengacu pada sasaran dan indikator kinerja yang sudah ditetapkan. 

Adanya dinamika dalam pemberian dukungan pelaksanaan wewenang dan 

tugas DPR RI perlu melakukan penataan organisasi untuk menjawab kebutuhan itu. 

Sehingga di tahun 2020, diundangkan Peraturan Presiden Nomor 26 Tahun 2020 

tentang Sekretariat Jenderal Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia sebagai 

pengganti Peraturan Presiden Nomor 27 Tahun 2015 tentang Sekretariat Jenderal 

dan Badan Keahlian Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia. Selanjutnya perlu 

disusun Peraturan Sekretaris Jenderal (Persekjen) tentang Organisasi dan Tata Kerja 

Setjen DPR RI sebagai peraturan pelaksananya. 

lnstansi Pemerintah. 

4. Peraturan Presiden Nomor 26 Tahun 2020 tentang Sekretariat Jenderal Dewan 

Perwakilan Rakyat Republik Indonesia. 

5. Peraturan Menteri PAN dan RB Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis 

Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja 

lnstansi Pemerintah. 

6. Peraturan Sekretaris Jenderal DPR RI Nomor 6 Tahun 2015 tentang Organisasi dan 

Tata Kerja Sekretariat Jenderal dan Badan Keahlian Dewan Perwakilan Rakyat 

Repu bl ik Indonesia sebagai man a tel ah beberapa kali diubah terakh ir dengan 

Peraturan Sekretaris Jenderal DPR RI Nomor 7 Tahun 2018. 

7. Peratuan Sekretaris Jenderal DPR RI Nomor 2 Tahun 2019 tentang Petunjuk 

Pelaksanaan Perjanjian Kinerja dan Pelaporan Kinerja di Sekretariat Jenderal dan 

Badan Keahlian Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia. 
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Permasalahan yang dihadapi Setjen DPR RI dapat dijelaskan secara rinci sebagai 

berikut: 

1. Kelembagaan dan Ketatalaksanaan 

Dari slsl kelembagaan, perjalanan sejarah struktur organisasi menunjukkan 

bahwa organisasi bersifat dinamis dengan adanya perubahan organisasi baik yang 

bersifat keseluruhan maupun parsial. Setjen DPR RI merupakan organisasi yang 

mempunyai ruang lingkup yang sangat kompleks dalam mendukung kelancaran 

pelaksanaan wewenang dan tugas DPR RI di bidang persidangan, administrasi dan 

keahlian. UU MD3 telah ditindaklanjuti dengan Peraturan Presiden Nomor 27 

Tahun 2015 tentang Sekretariat Jenderal dan Badan Keahlian Dewan Perwakilan 

Rakyat Republik Indonesia yang mengamanatkan pembentukan Badan Keahlian 

1.4. Permasalahan Utama yang Dihadapi 

Sumber: Bagian Organisasi dan Tata Laksana, Januari 2020 

- - 

Gambarl 
Struktur Organisasi Sekretariat Jenderal DPR RI 

DPR RI sebagai pengganti Persekjen Nomor 6 Tahun 2015 sebagaimana telah 

beberapa kali diubah terakhir dengan Persekjen Nomor 7 Tahun 2018, sedang dalam 

proses pembahasan. Gambaran struktur organisasi Setjen DPR RI saat ini adalah 

sebagai berikut : 
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2. Sumber Daya Manusia 

Permasalahan terkait Sumber Daya Manusia dapat dili hat dari sisi 

kuantitas dan kualitas. Sumber Daya Manusia adalah individu produktif yang 

bekerja sebagai penggerak suatu organisasi, baik itu di dalam institusi maupun 

perusahaan yang memiliki fungsi sebagai aset sehingga harus dilatih dan 

dikembangkan kemampuannya. Jumlah PNS di Setjen DPR RI berdasarkan data 

per Januari 2021berjumlah1.341 orang. 

dan perkembangan lembaga legislatif saat ini. Sampai dengan tahun 2019, UU 

MD3 telah mengalami empat kali revisi. Sebagai tindak lanjut, Setjen DPR RI juga 

melaksanakan evaluasi atas organisasinya sehingga mengajukan usulan penataan 

organisasi. Sehingga pada tahun 2020, diundangkan Peraturan Presiden Nornor 

26 Tahun 2020 tentang Sekretariat Jenderal Dewan Perwakilan Rakyat Republik 

Indonesia. Permasalahan yang dihadapi saat ini yaitu belum ditetapkannya 

Persekjen tentang organisasi dan tata kerja Setjen DPR RI yang merupakan 

peraturan pelaksanaan dari Perpres Nomor 26 Tahun 2020. Hal ini dikarenakan 

adanya kebijakan nasional tentang penyederhanaan birokrasi yang tidak dapat 

serta merta diterapkan di Setjen DPR RL Mengingat karakteristik DPR RI yang 

merupakan kesekretariatan Lembaga negara yang dalam pelaksanaan tugasnya 

juga mengacu pada Undang-Undang M D3 dan Peraturan DPR ten tang Tata Tertib. 

Dari sisi ketatalaksanaan, pada tahun 2020 telah selesai dilakukan 

penyusunan peta proses bisnis yang ditetapkan dalam Keputusan Sekjen DPR RI 

Nomor 1739/SEKJ EN/2020 tentang Penyusunan dan Penetapan Peta Proses Bisnis 

di lingkungan Sekretariat Jenderal Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia 

Tahun 2020. Peta proses bisnis ini merupakan penyempurnaan atas peta proses 

brsnis yang telah disusun sebelumnya. Dengan adanya musibah pandemi COVID- 

19, maka Setjen DPR RI juga berbenah diri dengan melakukan adaptasi cara kerja 

baru. Beberapa penyesuaian dilaksanakan dengan mengeluarkan surat Edaran 

mengenai pengaturan pelaksanaan tugas kedinasan, perubahan Tata Tertib rapat 

dengan menggunakan rapat virtual, perubahan layanan yang semu la offline 

menjadi online, dan lain-lain. 
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Komposisi Pegawai Berdasarkan 
Golongan 

• Pasca Sar Jana • Sarjana - Diploma SD - SMA 

Komposisi Pegawai Berdasarkan 
Jabatan 

Komposisi Pegawai Berdasarkan 
Tingkat Pendidikan 

KOMPOSISI PEGAWAI SETJEN DPR RI 
(Data per 1 Januari 2021) 
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3. Sarana dan Prasarana 

Sarana dan Prasarana berpengaruh terhadap pencapaian indikator kinerja 

di Setjen DPR RI. Namun pada saat ini pembangunan sarana dan prasarana belum 

optimal dalam memberikan layanan kepada Dewan sebagaimana dalam survey 

menunjukkan bahwa tingkat kepuasan Anggota DPR RI atas layanan ketersediaan 

saran a dan prasarana tahun 2019 masih dalam kategori cukup. Hal ini disebabkan 

antara lain karena belurn memiliki standar ruang kerja. Dalam mendukung 

pelaksanaan tugas dewan, selain PNS, DPR juga didukung oleh PPNASN, 

outsourcing, Tenaga Ahli Anggota, Staf Administrasi Anggota, yang semuanya 

membutuhkan fasilitas kerja yang memadai. Pada saat ini Setjen DPR sedang 

melaksanakan pendataan sarana dan prasarana kerja agar dapat digunakan 

untuk menyusun kebijakan standardisasi alat kerja dan ruang kerja. 

pendidikan, dapat dilihat bahwa tingkat pendidikan pegawai Setjen DPR RI 

tergolong tinggi karena total 62% pegawainya ada pada jenjang Sarjana dan 

Pasca Sarjana. Akan tetapi kondisi ini lebih rendah jika dibandingkan dengan data 

nasional yaitu 65,13%. Sedangkan untuk Pendidikan SD s.d. SMA di Setjen DPR 

RI sebanyak 31%, kondisi ini lebih tinggi dibandingkan data nasional yaitu 30,21% 

(sumber: buku statistik PNS Juni 2020 BKN). 

Dari Garn bar Komposisi Pegawai berdasarkan Jabatan menunjukkan masih 

tidak berimbangnya antara jumlah jabatan pelaksana dan jabatan fungsional. 

Sejalan dengan peningkatan profesionalitas SDM, maka Setjen DPR RI perlu 

memperbanyak lagi jumlah pemangku jabatan fungsional. 

Dari sisi kuantitas, dengan melihat hasil perhitungan beban kerja tahun 

2020, jumlah kebutuhan total sebanyak 3430 orang, dibandingkan dengan 

kondisi eksisting sebanyak 1.341 orang maka per1u dilakukan penambahan 

pegawai. Proses pemenuhan kebutuhan pegawai telah dilaksanakan melalui 

pengadaan PPNASN secara terbatas. Disamping itu secara berkala Setjen DPR RI 

mengaiukan penambahan pegawai melalui pengadaan CPNS, serta melakukan 

kerja sama dengan Kementerian/Lembaga lain. 
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PERENCANAAN DAN 
PERJANJIAN KINERJA 



1. Terpenuhinya Kepuasan Anggota DPR Ri atas 
Dukungan Sekretariat Jenderal DPR RI 

l- Terwujudnya tata kelola pemerintahan di Sekretariat 
Jenderal DPR RI 

J. Terlaksanannya Keterbukaan informasi dan 
pemerintahan berbasis elektronik 

1. Terwujudnya dukungan persidangan, administrasi, 
dan keahlian yang prima bagi Dewan Perwakilan 
Rakyat Republik Indonesia 

l.- Terwujudnya tata kelola kelembagaan yang 
professional, baik, dan bersrh 

3. Terwujudnya pusat data dan informasi legislasi yang 
lengkap 

1. Memberikan dukungan dan pelayanan prima bagi 
pelaksanaan tugas dan fungsi DPR RI 

:it Melaksanakan tata kelola kelembagaan pemerintah 
yang professional, baik, dan bersih di lingkungan 
Sekretariat Jenderal DPR RI 

3. Menyajikan data yang lengkap, akurat, dan andal 
sebagai bahan dalam pengembalian keputusan DPR RI 

~onat 
W,n~RJ;9Jl.m~ ~~~~­ 

OM-Mf14~t~ 
- tnlfnlf.$ fq t(ocn~ dtci 

~~fin~'*Ja. 
~;t;lfldt1Kddioli ~ 

Modem 

~ MenJad_i·~~'.~.~e.~~riat: .... 
' Jend:e·ral,yang Profesional 

aari 'M:q.cfem ~a lam· 
1 mendu'~tJng.Vj,_si De~an· 

- IP-erwakilan.Raki;a-i':R.epub!lk 
'- lh~on~~0l~( 

VISI 
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5asaral!I lnl:iifGl.t;ot ll(ff!i~tJ,a 
Tit1~1::1ri 

~m ~li!i' 2~21 IO~ I, 20Je, 2'2~ ~.- 
Terpen u hinya 

lndeks Kepuasan Kepuasan 
Angota DPR atas 

I Angota DPR 1. layanan 3i.:tt) 3.22 3.2{1, l.~6 :us RI atas 
dukungan Sekretariat 

Setjen DPR RI Jenderal DPR RI 

Tabell 
Target lndikator Kinerja Program dalam Renstra Setjen DPR RI Periode 2020-2024 

2.1. Rencana Strategis 2020-2024 
Penyusunan Renstra Setjen DPR RI Tahun 2020-2024 berpedoman pada 

Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan 

Pembangunan Tahun 2019 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Strategis 

Kementerian/Lembaga Tahun 2020-2024. Renstra Setjen DPR RI telah ditetapkan 

melalui Peraturan Sekretaris Jenderal Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia 

Nomor 10 Tahun 2020 tentang Rencana Strategis Sekretariat Jenderal Dewan 

Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Tahun 2020-2024. Renstra Setjen DPR RI 

memuat Visi, Misi, Tujuan, Sasaran, arah kebijakan, kerangka regulasi, kerangka 

kelembagaan, serta target kinerja dan kerangka pendanaan Setjen DPR RI untuk 
tahun 2020 sampai dengan 2024. 

Adapun target indikator kinerja program pada program di atas untuk Renstra 

Setjen DPR RI periode 2020-2024 terbagi menjadi beberapa kegiatan yang rnaslng­ 

masing memiliki sasaran, indikator, dan target kinerja sebagaimana terdapat dalam 

Tabel 1. 

BAB II 
Perencanaan dan Perjanjian 

Kinerja 
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Sumber: Bagian Perencanaan, Januari 2021 

Sasaran Tahun 
Prosram 

lndikator Kinerja ~ 
I 2020 2021 2022 2023 2024 

1. 
lndeks Reformasi 

88 BB A AA 
Birokrasi 

A 

Hasil Evaluasi 
2. Akuntabilitas B B 

I 

A A I A 
Kinerja 

Opini BPK atas 
3. La po ran WTP WTP WTP WTP WTP 

Keuangan 

Hasil Penilaian 

4. 
tingkat maturitas 

Level3 Level3 Level 3 Level4 Level4 
penyelenggaraan 

Terwujudnya SPIP 
tata kelola 
pemerintahan Hasil Perulalan 

di Setjen DPR 5. tingkat kapabilitas Level3 Level3 Level 3 Level4 Level4 

RI yang APIP 

berkualitas Jumlah unit kerja 
yang 

6. mendapatkan 2 4 6 8 10 
predikat 
WBK/WBBM 

Jumlah Program 
I 

7. diklat dengan 
2 1 1 2 1 

hast! akreditasi 

I 
minimal "B" 

Hasil Pengawasan 
8. Kearsipan 

I 

B BB A A A 

c: 
Lembaga DPR 

Hasil penilaian 
terhadap 

tnformatif I 1. 
implementasi Menu ju 

lnformatif lnformatif lnformatif 
Terlaksananya standar teknis lnformatif 

keterbukaan layanan informasi 

informasi dan publik 
I 

pemerintahan lndeks 
I berbasis Pelaksanaan 

elektronik Sistem 2. 
pemerintahan 

Cukup Baik Baik Baik Sangat Baik 

Berbasis 

I 
Elektronik {SPBE) 

Laporan Kinerja Sekretariat Jenderal 
Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia 
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Perjanjian Kinerja Tahun 2020 yang telah ditandatangani oleh Sekretans Jenderal 

sebagaimana terdapat dalam Lampiran 1. 

,fl.Jo sasaran I ~Ul\a ~i;J·r 8 Ti11f'f1et 
1 Terpenuhinya Kepuasan lndeks Kepuasan Anggota DPR RI 3.20 

Anggota DPR RI atas atas Layanan Sekretariat Jenderal 
dukungan Setjen DPR RI DPR RI 

2 Terwujudnya tata kelola lndeks Reformasi Birokrasi BB 
pemerintahan di Nilai Evaluasi Akuntabilitas Kinerja B 
Sekretariat Jenderal DPR 

[ Opini BPK atas Laporan Keuangan 1 RI yang berkualitas WTP 

Hasil penilaian tingkat maturitas Level 3 
penyelenggaraan SPIP 

Hasil pen ilaian tingkat kapabilitas Level 3 

1 APIP 

Jumlah unit kerja yang 2 Unit 
mendapatkan predikat WBK/WBBM ! 

Jumlah program diklat yang 2 program 
memperoleh akreditas minimal "B" diklat 

Hasil Pengawasan Kearsipan B 
Lembaga DPR 

3. I Terlaksanannya Hasil penilaian terhadap Menuju 
keterbukaan informasi dan implementasi standar teknis lnformatif 
pemerintahan berbasis layanan informasi publik 
elektronik lndeks pelaksanaan Sistem Cukup 

Pemerintahan Berbasis Elektronik 
(SPBE) 

Tabel2 
Perjanjian Kinerja Sekretariat Jenderal DPR RI Tahun 2020 

' \ 

Pada Tahun 2020 telah dilakukan penetapan Perjanjian Kmerja 

sebagai program strategis Setjen DPR RI yang akan direalisasikan pada 

akhirtahun 2020. Penyusunan Perjanjian Kinerja tersebut mengacu pada 

Renstra Setjen DPR RI Tahun 2020-2024 yang ditetapkan pada Tahun 

2020. 

I.~ I •.• ,~ .... ··'.~ .. ~···· 

·'--- .· 
I 

2.2. Perjanjian Kinerja Tahun 2020 
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2. Hasil evaluasi pelaksanaan Reformasl Blrokrasi 
Penilaian/evaluasi atas pelaksanaan Reformasi Birokrasi dilakukan oleh 

Kementerian Pendayaguanaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (KemenPAN 

& RB) berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Design 

Reformasi Birokrasi Tahun 2010 - 2025 dan Peraturan Menteri PAN & RB Nomor 25 

Tahun 2020 tentang Road Map Reformasi Birokrasi Tahun 2020 - 2024. 

Pelaksanaan evaluasi berpedoman pada Peraturan Menteri PAN dan RB Nomor 

30 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri PAN dan RB Nomor 14 

Tahun 2014 tentang Pedoman Evaluasi Reformasi Birokrasi lnstansi Pemerintah. 

Tujuan evaluasi untuk menilai kemajuan pelaksanaan program reformasi birokrasi 

dalam rangka mencapai sasaran atau hasil berupa peningkatan kapasitas dan 

akuntabilitas kinerja, pemerintahan yang bersih dan bebas KKN, dan peningkatan 

kualitas pelayanan publik di lingkungan Sekretariat Jenderal DPR RI. 

Apabila hasil penilaian tidak dapat diperoleh hingga batas waktu penyusunan 

Laporan Kinerja, maka dapat rnenggunakan hasil penilaian tahun sebelumnya. 

Nl~I' ;IN'IJAVJi.L. NUAJ U\IDEICS iMIJJJ'.lf mil<~NENA lll~lt 
fu KON\JERSI' (NllQ REL:AY..WM PSAY~ 

2·5~00 - 64·,99 1,,00 - 2.5996 0 Tidak B,alk 

65,00 - 7fi,60 2,60-3,064 c K!J ra·ng Baik 
75;51 -saso 3,.0644 -l,.SJ:i B Baik 

' 
89,31- 100,00 3,5324 - 4,000 A sansat eaik 

·- 

kinerja di atas dijelaskan dalam kamus indikator sebagai berikut: 

1. lndeks Kepuasan Anggota DPR RI atas Layanan Setjen DPR RI 

Penghitungan kinerja dilakukan melalui metode Survei. Survei dilakukan secara 

mandiri oleh Setjen dan BK DPR RI terhadap Anggota DPR RI yang berpedoman 
terhadap PermenPAN & RB Nomor 14 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan 

Survei Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggara Pelayanan Publik. 

Tabel3 
Rentang Nilai Mutu Pelayanan 

Laporan Kinerja Sekretariat Jenderal 
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iNllai 
Nv. I~ 

An~ 
fnterpretasi 

i. AA >85-100 lstimewa 
2' A >75-85 Memuaskari 

:3,, Nilai Evaluasl Akuntabilitas Kinerja 

Penilaian/evaluasi atas pelaksanaan akuntabilitas kinerja dilakukan oleh 

KemenPAN & RB berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang 

Pelaporan Keuangan dan Kinerja lnstansi Pemerintah dan Peraturan Presiden Nomor 

29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja lnstansi Pemerintah (SAKIP). 

Pelaksanaan evaluasi tersebut berpedoman pada Peraturan Menpan & RB 

Nomor 12 Tahun 2015 tentang Pedoman Evaluasi atas lmplementasi SAKIP. Tujuan 

evaluasi adalah untuk menilai tingkat akuntabilitas atau pertanggungjawaban atas 

hasil (outcome) terhadap penggunaan anggaran dalam rangka terwujudnya 

pemerintahan yang berorientasi kepada hasil (result oriented government) serta 

memberikan saran perbaikan yang diperlukan. 

Apabila hasil penilaian tidak dapat diperoleh hingga batas waktu penyusunan 

Laporan Kinerja, maka dapat menggunakan hasil penilaian tahun sebelumnya. 

labels 
Rentang Nilai Hasll Evaluasi Akuntabilitas Kinerja 

Na. Ka:tegor1 N!t~ 
lnterJH'eWl •iuf.p @.ill 

1. AA I >·-~io - 100 lstimew,a 
I 

I >i:10-9a I Memua~~an 2·. A 
3. 99, > 10-80 SangairBili.lr 
4. B I »so - 10 Baik, p~r1l'o..1 s.e11iHklt pel'lbi3iiTran 
s. 1GC >S0.-6Q Cukup (memadai), perlu banyak perbaikan yang 

tidak mendasar 

16, c I >-30-50 Kurang, perlu banyak sekali perbaikan dan 
pernb~ha11 vant: sans.at mendssar 

7. D I >"0-30 Sangat Kurang, perlu banyak sekali perbaikan 
dan perubahan yang sangat mendasar 

Tabel4 
Rentans Nilai Hasil Evaluasl Pelaksanaan Reformasi Birokrasl 

Laporan Kinerja Sekretariat Jenderal 
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... __ 
.......... - 

l'a: I 

s. Hasll penilaian tlngkat maturltas penyelenggaraan SPIP 
Tingkat maturitas penyelenggaran SPIP adalah tingkat kematangan/ 

kesempurnaan penyelenggaraan sistem pengendalian intern pemerintah dalam 

mencapai tujuan pengendalian intern sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 60 

Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah. 

Apabila hasil penilaian tidak dapat diperoleh hingga batas waktu penyusunan 

Laporan Kinerja, maka dapat menggunakan hasil penilaian tahun sebelumnya. 

4. Opini BPK atas Laporan Keuanpn 
Pemberian opini atas laporan keuangan diberikan oleh Badan Pemeriksa 

Keuangan (BPK). Opini BPK merupakan pernyataan profesional pemeriksa mengenai 

kewajaran informasi keuangan yang disajikan dalam laporan keuangan yang 

didasarkan pada empat kriteria yakni kesesuaian dengan standar akuntansi 

pemerintahan, kecukupan pengungkapan (adequate disclosure), kepatuhan terhadap 

peraturan perundang-undangan, dan efektiftas sistem pengendalian intern. 

Terdapat empat jenis opini yang diberikan oleh pemeriksa yaitu Tidak 

Menyatakan Pendapat 7 Tidak Wajar 7 Wajar Dengan Pengecualian 7 WajarTanpa 

Pengecualian. Apabila hasil audit tidak dapat diperoleh hingga batas waktu 

penyusunan Laporan Kinerja, maka dapat menggunakan hasil audit tahun sebelumnya. 

No. katQOtf 
NH1l 

ll'l~retili!il 
~¥gka 

I :!I. a I >615-1) Baik, perlu sedikit perbaikan 

tl. cc ~50-55 Cukup (memadai), perlu banyak perbaikan yang 
tidak mendasar 

5,_ c I > 30-Sf) Agak Kurang, perlu banyak perbaikan, termasuk 
perubahan yang mendasar 

1 >oi-ac " 6. 0 Kurang, dan perlu banyak sekali perbaikan dan 

I I perubahan yang sangat mendasar 
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7. Jumlah unit kerja yang mendapat predikat WBK/WBBM 
Zona lntegritas (ZI) adalah predikat yang diberikan kepada instansi pemerintah 

yang pimpinan dan jajarannya mempunyai komitmen untuk mewujudkan Wilayah 

Bebas dar Korupsi (WBK)/Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) melalui 

reformasi birokrasi, khususnya dalam hal pencegahan korupsi dan peningkatan 
kualitas pelayanan publik. 

Penilaian dilakukan oleh KemenPAN & RB yang berpedoman pada PermenPAN 

& RB nomor 52 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Zona lntegritas Menuju 
Witayah Bebas Dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Ungkungan 

tnstansi Pemerintah. 

Apabila hasil penilaian tidak dapat diperoleh hingga batas waktu penyusunan 

Laporan Kinerja, maka dapat menggunakan hasil penilaian tahun sebelumnya. 

Penghitungan kinerja atas kapabilitas APIP berdasarkan penilaian oleh Badan 

Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP), selaku pembina Aparatur 

Pengawasan Intern Pemerintah (APIP), Internal Audit Capability Model (IA-CM). 

Berdasarkan Peraturan Kepala BPKP Nomor: PER-1633/K/JF/2011 tentang Pedomana 
Teknis Peningkatan Kapabilitas Aparat Pengawasan Intern Pemerintah, yang 

mengadopsi dari model penilaian The Institute of Internal Auditor, IA-CM terdiri dari 5 
(lima) level, yaitu: 

a. Level 1: Initial 

Tidak berkelanjutan, tergantung pada usaha individu 

b. Level 2: Infrastructure 

Prosedur dan praktik audit intern berulang dan berkelanjutan 

c. Level 3: Integrated 

Praktik profesional dan manajemen audit intern diterapkan secara seragam 

d. Level 4: Managed 

Audit intern mengintegrasikan informasi lintas unit organisasi untuk 

mengembangkan tata kelola dan manajemen risiko 
e. Level 5: Optimizing 

Audit intern belajar dari dalam dan luar organisasi untuk pengembangan yang 

berkelanjutan 
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10.. Hasil penUaian terhadap implementasi standar teknis layanan informasi publik 
Hasil penuaian terhadap implementasi standar teknis layanan informasi publik 

dilakukan oleh Komisi lnformasi Pusat (KIP) sebagai bentuk implementasi UU Nomor 

14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan lnformasi Publik pada Badan Publik. 

Apabila hasil penilaian tidak dapat diperoleh hingga batas waktu penyusunan 

Laporan Kinerja, maka dapat menggunakan hasil penilaian tahun sebelumnya. 

Terdapat Hrna kategori penilaian yaitu: 

9. Hasil Pengawasan Kearsipan Lembaga DPR 

lndikator penilaian dilakukan dengan melihat kondisi apakah penataan arsip 

telah sesuai dengan Peraturan Kepala Arsip Nasional Republik Indonesia Nomor 6 

Tahun 2019 tentang Pengawasan Kearsipan. 

Apabila hasil penilaian tidak dapat diperoleh hingga batas waktu penyusunan 

Laporan Kinerja, rnaka dapat menggunakan hasil penilaian tahun sebelumnya. 

Nt;. ka~qpr1 lkor 
1. Saingat Bal~ 4 

1.. Bai~ 3 

l. Cuku!J 2 
4. kurang 1 
$. San1~t Kllr:a n13: 0 

S. Jumlah program diklat dengan hasil akreditasi minimal "B" 

Penilaian atas kualitas penyelenggaraan diklat dilakukan oleh Lembaga 

Administrasi Negara (LAN) berdasarkan Peraturan Kepala LAN Nomor 25 Tahun 2015 

tentang Pedoman Akreditasi Lembaga Pendidikan dan Pelatihan Pemerintah. 

Apabila hasil penilaian tidak dapat diperoleh hingga batas waktu penyusunan 

Laporan Kinerja, maka dapat menggunakan hasil penilaian tahun sebelumnya. 

Skala penilaian akreditasi program sebagai berikut: 

Tabel6 
Rentang Skor Hasil Penilaian Akreditasi Program Diklat 

Laporan Kinerja, maka dapat menggunakan hasil penilaian tahun sebelumnya. 
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No. Predlkat t\4i~l1~b, 
i, 

I Memuaiskan 4 .. 2-5,Cl 
2. Sa1ri~t Elal k· 

I 
3~5-<4,2 

3. Balk I 2.6-<3,5 
4. Cuk.up1 

I l,8-< :Z.6 
5. I Kurang -e l,I! 

11. lndeks Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) 

SPBE adalah penyelenggaraan pemerintahan dengan memanfaatkan teknologi 

informasi dan komunikasi untuk memberikan layanan kepada pengguna SPBE. 

Pengukuran indeks pelaksanaan SPBE dilakukan oleh KemenPAN & RB berdasarkan 

PermenPAN & RB Nomor 5 Tahun 2018 tentang Evaluasi SPBE. 

Apabila hasil penilaian tidak dapat diperoleh hingga batas waktu penyusunan 

Laporan Kinerja, maka dapat menggunakan hasil penilaian tahun sebelumnya. 

Nilai indeks yang merepresentasikan tingkat pelaksanaan SPBE dikelompokkan 

berdasarkan peringkat sebagai berikut: 

Tabel8 
Rentang lndeks Pelaksanaan SPBE 

c.39 Tiidak lnfomratlf, s, 

G.0-79 (J,J1k:t.1p lnformatif 
2 .. 80-89 Menuju lnformatif 

Tabel7 
Rentang Nllal Hasll Penilaian Keterbukaan lnformasl Publik 
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~ ra1111:1U'~ 
1111 ~d~~Q[ lUlnma ~~ao ~~ 

~ • 
1 Terpenuhinya Kepuasan Angota DPR RI 

atas dukungan Setjen OPR RI 

lndeks Kepuasan Anggota DPR RI atas 
3,28 3 20 3,27 Melebihi target 

tavanan Sekretariat Jenderal DPR RI 

2 Terwujudnya tata kelola pemerlntahan 
. di Sekretarlat Jenderal DPR RI vans 

berlcualitas 

lndeks Reformasi Birokrasi AA n !BB Slis&1al t:irgat 

Nilai Evaluasi Akuntabilitas Kinerja A B B Sesuai target 

Opini BPK atas Laporan Keuangan WTP WTP WTP Sesuaitarget 

Hasil penilaian tingkat maturitas 
Level4 Leve13 Level 3 : Sesuai target 1 penyelenggaraan SPIP 

Hasil penilaian tingkat kapabilitas APIP Leve14 Level 3 Level3 Sesuai target 

Jumlah unit kerja yang mendapatkan 10 2 Unit 2 Unit Sesuai target 
predikat WBK/WBBM 

Jumlah program diklat yang 1 2. 1 
Belum mencapai 

memperoleh akreditas minimal "B" target 

Hasil Pengawasan Kearsipan Lembaga 
A B A • Melebihi target 

DPR ---- 

Sebagai perwujudan dari akuntabilitas kinerja dan alokasi anggaran yang 

disediakan, maka pengukuran kinerja ini menggambarkan pencapaian atas sasaran 

program/kegiatan yang didasarkan pada indikator kinerja yang targetnya sudah 

ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja. Gambaran pengukuran capaian kinerja Setjen 

DPR RI Tahun 2020 sebagaimana Tabel 9. 

Tabel9 
Capaian Kinerja Setjen DPR RI Tahun 2020 

3.1. Capaian Kinerja 

Akuntabilitas Kinerja 
Bab Ill 

Laporan Kinerja Sekretariat Jenderal 

Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia 

Tahun 2020 



26 

Target 
Target PK No Sasaran/lndlkator Renstra 2020 Reallsasi 2020 ~Ii~ 

2024 

3 Terlaksanannya keterbukaan informasi l dan pemerintahan berbasis elektronik 

t:liir.!i!J'1pefillil1!1111 temactia, l~iatJpn!!o~~I 'nf.Qt~1f 
Menu ju Cukup I Belum rnencapai 

~~nd.lrt~rrl~1h111'anan lnklm~ifii PJ.!bltk lnformatif lnformatif target 

I ndeks pela ksanaan Srstern 
I vlelebihi target Pemerintahan Berbas1s E lel<tron1k Sangat Baik Cukup B<31ik 

(SPBE) 
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Pelaksanaan survei mengacu kepada Peraturan Menten Pendayagunaan Aparatur 

Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Norn or 14 Tah un 2017 ten tang Pedoman 

Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggara Pelayanan Publik. Kegiatan 

survei dilaksanakan pada bu Ian September - November 2020. 

Survei melibatkan 231 orang Anggota DPR RI yang terdiri dari 9 fraksi sebagaimana 

terdapat dalam Lampiran 2. Jumlah tersebut masih dalam batas margin error sebesar 5% 

dan confidence level 95%. Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam survei ini adalah 

wawancara terstruktur berdasarkan kuesioner untuk memperoleh data kuantitatif tentang 

gejala yang ingin diketahui. Alat ukur yang digunakan dalam penelitian ini berupa kuesioner 

self-report. Melalui self-report partisipan diminta untuk memberikan respons yang sesuai 

dengan pengalaman dan keadaan dirinya. Partisipan diberikan sejumlah pertanyaan yang 

sama untuk kemudian jawabannya dikurnpulkan dan dianalisis. Pada tahun 2020 lni, survei 

dilakukan dengan menggunakan media digital yaitu Google Form dan isian manual karena 

pandemi COVID-19. 

Secara umum, terdapat 7 unsur pelayanan yang terbagi ke dalam 36 pertanyaan. 

Pertanyaan yang diajukan mewakili kinerja 14 unit kerja Eselon II di lingkungan Setjen DPR 

~Z7 

- ~~ 

Target 3~2'0 
- ~ - 

lndeks Kepuasan Anggota DPR RI atas Layanan 
Sekretariat Jenderal DPR RI 

Sasaran 
Terpenuhlnya kepuasan 

Angota DPR Rt ms 
dukunpn Setjen DPR RJ 

3.2. Akuntabilitas Kinerja 
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No Saspranl!ndlbmr Hast1 Sutwf'filhun Hasn S4.!;wrTahun 
2,9llJ 2mP· 

lndeks Kepuasan Anggota DPR 3,11 l;2'7 
RI atas Layanan Sekretariat 
Jenderal DPR RI 

stakeholders utama Setjen DPR RI. 

Salah satu perubahan mendasar dalam kegiatan survei tahun 2020 adalah adanya 

penggabungan pertanyaan dan penghitungan hasil survei antara Setjen DPR RI dan Sadan 

Keahlian DPR RI. Di tahun 2019, penghitungan hasil survei masih dipisahkan antara Setjen 

DPR RI dan Badan Keahlian. Keduanya sama-sama memperoleh indeks kepuasan sebesar 

3,21. Penggabungan tersebut merupakan salah satu dampak dari terbitnya Perpres Nomor 

26 Tahun 2020. Sebelumnya, berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 27 Tahun 2015, Setjen 

dan BK DPR RI merupakan dua entitas yang berbeda. Namun, di Perpres Nomor 26 Tahun 

2020, BK DPR RI sudah menjadi satu entitas dengan Setjen DPR RI. 

Di dalam kegiatan survei tahun 2020, terdapat 11 pertanyaan baru yang sebelumnya 

tidak muncul. Pertanyaan baru tersebut meliputi kemudahan mendapatkan layanan 

administrasi dan persidangan, kecepatan dan kualitas layanan perpustakaan, inisiatif dan 

disiplin kerja pegawai, dan kualitas hasil terbitan Badan Keahlian DPR RI. 

Tahun 2020 merupakan tahun pertama dilakukannya survei kepuasan Anggota DPR RI 

atas Layanan Setjen DPR RI untuk periode keanggotaan 2019-2024 sehingga dalam 

penyusunan target, hampir sama dengan hasil tahun 2019 yaitu sebesar 3.20 (dalam skata 

4). Berdasarkan basil survel, indeks kepuasan Anggota DPR RI atas Layanan Setjen DPR RI 

sebesar 3,27, hasil ini melampaui target yang ditetapkan. Hasil tersebut juga lebih tinggi 

dibandingkan tahun 2019. Perbandingan Hasil Survei Tahun 2019 dan Tahun 2020 

sebagaimana digarnbarkan dalarn Tabel 10. 

Tabel 10 
Perbandingan Hasil Survei Tahun 2019 dan Tahun 2020 
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drn>iJ'l' ITTliff~!:ier'1µ.111;1¥~1111111p .. !'$1t~.il'lajW "1J11aip 

l~.aiJn Ml!'U.l'nMfiP. d:llum 

Menilai dukungan Setjen OPR RI dalam 
memenuhi kebutuhan Anggota DPR RI sesuai 

dengan slstem, mekani5me, dan prcsedur kerja, 
dan kemudahan memperoleh layanan 

Sistem, Mekanlsme dan Prosedur 

Unsur Kepuasan Anggota DPR RI 
atas Layanan Setjea DPR RI 



Kondisl ruang kerja Anggota DPR RI setelah direnovasi 

Garn bar 2 
Kondisi ruang kerja Anggota DPR RI sebelum 
direnovasi 

sangat signifikan adalah Sarana dan Prasarana. Di tahun 2019, indek kepuasan Anggota DPR 

RI atas kualitas sarana dan prasarana sebesar 2,97 atau rnasuk kategori/predikat "Kurang 

Baik". Namun, di tahun 2020 rnengalarni peningkatan yang signifikan. lndeks kepuasan 

Anggota DPR RI atas kualitas sarana dan prasarana sebesar 3,14 atau masuk 

kategori/predikat "Baik". Semua variable mengalami peningkata n dibanding tahun 2019. 

Variabel yang membuat peningkatan tertinggi yaitu kualitas ruang kerja Anggota DPR RI. 

Tahun 2020, Setjen melakukan perbaikan ruang kerja secara massif dan simultan demi 

memberikan kenyamanan bagi Anggota DPR RI dalam melakukan tugas dan fungsinya. 

Pandemi COVI0-19 memberikan berkah terselubung (blessmg in disguise) dalam 

pelaksanaan kegiatan perbaikan ruang keria Anggota. lntensitas kehadiran secara fislk 

Anggota OPR RI yang tidak terlalu sering di masa pandemi COVI0-19 ini membuat pekerjaan 

perbaikan ruang kerja jadi lebih cepat dan maksimaL 

Adapun unsur yang mengalami penurunan adalah Kompetensi dan Perilaku SOM. 

I ndeks kepuasan Anggota OPR RI atas profesionalisme, i nlslatif. disiplin kerja, dan kera mah an 

SOM Setjen OPR RI di tahun 2020 sebesar 3,30, lebih rendah dibanding tahun 2019 yang 

mencapai 3,37. Penurunan indeks terjadi atas keramahan dan kesopanan SDM Setjen DPR 

RI dalam memberikan layanan kepada Anggota OPR RI. Hal ini menjadi masukkan berharga 

bagi kesetjenan untuk tidak hanya meningkatkan hard skill namun juga soft skill. 
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fllei) PEm:~VMNf 
TAHUN' 

2029 2010 
A. Slstem, Mekanisme, dan Prosedur 3,25 3,35 

1. Dukungan Sekretariat Jenderal (Setjen) DPR RI dalam 3,30 3,38 
memenuhi kebutuhan Anggota DPR RI sesuai dengan 
sistem, mekanisme, dan prosedur kerja. 

I 
2. Kemudahan mendapatkan layanan yang dibutuhkan oleh 3,17 3,34 

1 
Anggota DPR RI. 

a. layanan Administrasi I 3,43 

b. Layanan Persidangan 3,34 

c. Layanan Keahlian 3,17 3,26 

B. Waktu Penyelesaian 3,29 3,30 
Kecepatan Setjen DPR RI dalam memberikan: 

I 

I 3. Layanan Persidangan 3,35 3,30 

4. Layanan Keahlian 3,18 3,25 

5. Layanan Administrasi Keuangan 3,39 
I 

3,43 

6. Layanan Administrasi Perjalanan Dinas 3,39 3,43 

7. Layanan Kegiatan Diplomasi Parlemen 3,29 3,22 

I 8. Layanan Kesehatan 3,39 3,35 

9. Layanan Keprotokolan 3,32 3,34 

10. Layanan Teknologi dan lnformasi (Tl) 3,08 3,17 

I 11. Layanan Perpustakaan I 3,18 

12. Layanan Pengamanan Dalam Gedung DPR RI 3,13 3,32 

c. Produk Spesiflkasi Jenis Pelayanan 3,25 3,30 
I Kualitas dan ketepatan Setjen DPR RI dalam memberikan: 

13. Layanan Persidangan 3,31 3,31 

14. I Layanan Keahlian 3,18 3,23 

15. Layanan Administrasi Keuangan 3,38 3,44 

16. Layanan Administrasi Perjalanan Dinas 3,38 3,44 

_J I Layanan Kegiatan Diplomasi Parlemen 
I 

I 17. I 
3,20 3,23 

Tabelll 
lndeks Kepuasan Anggota DPR RI atas Layanan Setjen DPR RI 

di Ii hat di Tabel 11. 
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TAHUN 
Na emANV~ ~c 

2019 1m:o 
I 

18. Layanan Kesehatan 3,39 3,34 
I 

I 19. Layanan Keprotokolan 3,21 3,31 

~ Layanan Teknologi dan lnformasi (Tl) 3,08 I 3,12 

21. Layanan Perpustakaan 3,16 

I 22. Layanan Pengamanan Dalam Gedung DPR RI 3,14 3,34 

0. Kompetensl dan Perilaku SOM 3,37 3,30 

23. Profesionalisme SDM Setjen DPR RI dalam memberikan 3,31 3,34 
dukungan kepada Anggota DPR RI. 

24. lnisiatif, komunikasi, dan kerja sama SOM Setjen DPR RI I 3,29 
dalam memberikan dukungan kepada Anggota DPR RI. 

25. Disiplin kerja SOM Setjen DPR RI {mengikuti peraturan, I 3,24 l 
tepat waktu, dan kesediaan bekerja di luar jam kerja). 

26. Keramahan dan kesopanan SOM Setjen DPR RI dalam 3,44 3,31 
memberikan dukungan kepada Anggota OPR RI. 

E. Penanganan Pengaduan, Saran, dan Masukan 3,14 I 3,18 
27. Kecepatan Setjen DPR RI dalam merespons pengaduan, 3,14 3,18 

saran, dan masukan dari Anggota DPR RI. 

F. Sarana dan Prasarana 2,97 3,14 I 
28. Kualitas Ruang Kerja Anggota DPR RI 2,83 3,10 
29. Kualitas Ruang Rapat Paripurna dan Ruang Rapat AKO 3,19 3,28 
30. Kualitas Rumah Jabatan Anggota (RJA) 2,83 2,95 

31. Kelengkapan, kenyamanan, dan kebersihan layanan I 3,14 3,24 
kesehatan 

I 
r- G. Keahlian 3,20 

32. Kualitas Hasil Kajian dan Analisis 3,18 

33. Kualitas Naskah Akademik dan Draft Rancangan Undang 3,19 
Un dang 

34. ] Kualitas Keterangan DPR di MK 
I 

3,19 
35. KualitasTefaah Hapsem BPK 3,20 

I 

36. Kualitas Terbitan (Buku, Jurnal llmiah, Info Singkat, 3,22 
Buletin APBN) 

lndelcs Komposit Layanan Setjen DPR RI 3,21 3,27 
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Hasil Pengawasan Kearsipan Lembaga DPR 

.lumla1n Program Olk:lat ~ng Memp1?rc1leh 
Akreditas1 M~nlm:fll1 ~9 .... 

Juml;iih unit 1kerja ~~an_g mE!nda~a:t'.kan 
pt'eciika:t W°BK./WBB~ 

Hasil penilaian tingkat maturitas 
penyelenggaraan SPI P 

T~udnya tata blola 
pemerfntallan di Selcialatlat 

Jencleral DPR RI pna 
bedfuaftt&s 

I 
i 

Sasaran 
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- 

Nflal ' No l<bmpG~1111fe.mmTan1 ~mt 2d1i Nij;l 2019 

A Pengungkit 

1 Manajemen Perubahan I 5,00 4,14 4,22 
2 Penataan Peraturan Perundang-Undangan 5,00 3,44 I 3,65 
3 Penataan dan Penguatan Organisasi 

I 
6,00 I 3,84 I 4,18 

4 
I 

Penataan Tatalaksana 5,00 3,38 3,43 
5 Penataan Sistem Manajemen SDM 15,00 13,25 13,36 
6 Penguatan Akuntabilitas I 6,00 2,77 3,00 
7 Penguatan Pengawasan I 12,00 7,20 

I 
8,67 

8 I Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik I 6,00 4,041 4,26 

Sub Total Komponen Pengunglcit (A) 60,00 42,06 44,76 
' 

I 
' B Hasil 

I 
1 Kapasitas & Akuntabilitas Kinerja Organisasi 20,00 12,87 13,19 J 
2 Pemerintah Yang Bersih dan Bebas KKN . 10,00 

I 9,23 L9,2s I 
13 Kualitas Pelayanan Publik 10,00 8,55 8,58 

Sub Total Komponen Hasil (B) 40,00 30,65 31,05 
lndeks Refonnasi Birokrasi (A+ B) 

I 
100,00 I 72,71 75,81 

Penilaian atas lndeks Reformasi Birokrasi dilakukan oleh Kernen PAN & RB. Hingga 

penyusunan Laporan Kinerja Setjen DPR RI dilakukan, hasil evaluasi/penilaian belum dapat 

diperoleh sehingga masih menggunakan penilaian pada tahun sebelumnya. Berdasarkan 

Surat Menteri PAN & RB Nomor B/259/RB.06/2019 tanggal 30 Desember 2019 hal, lndeks 

Reformasi Birokrasi Setjen DPR RI adalah 75,81 atau kategori "BB". Hasil tersebut lebih tinggi 

dibandingkan tahun 2018 sebagaimana digambarkan dalam Tabel 12. 

Tabel12 
1~omr»ne11 Penilaian lndeks Reformasi Birokrasi 

lndeks Reformasi Birokrasi 

Laporan Kinerja Sekretariat Jenderal 

Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia 
Tahun 2020 



Survey kepuasan dilakukan 
pembaharuan dengan 

memperhatikan struktur dan 
kondisi pandemi 

Pengembangan survei kepuasan 
stakeholder 

Pembangunan aplikasi untuk 
mempermudah pelayanan 

seperti BKSAP Hub, SIMFONI, 
SIDUMAS, dll 

lnovasi Pelayanan Publik 

··-·-·-··j .. - .- . . . ~ 
·--1..,-_ .. - .. · --1 ... - .... ,. •• "i 

... .. . - - ... 
- ... - "'. I ._,"' ;;! 

II!! _. 
2 unit kerja mendapat 

penghargaan zona integritas 
Wilayah Bebas Korupsi 

Pembangunan Zona lntegritas 

Pelatihan dan Penguatan Sikap 
Perilaku ASN 

- Pelatihan pengembangan kapasttas 
agen perubahan 

- pelatihan kepemimpinan dalam 
pengelolaan anggaran 

-pelatihan transformational leadership 
pimpinan tinggi 

Pendampingan penyusunan risk 
register, pelaksanaan Bimbmgan 
Teknis New SPIP dan Sosialisasi 
kegiatan pengendalian gratifikasi 

dan pelaporan WBS 

Penguatan Penerapan SPIP J 

Telah dilaksanakan perencanaan 
kebutuhan pegawai, pengadaan 

pegawai, dan asesmen 

lmplementasi Sistem Merit 

--e- ··1 .... ·,·~-· . ' - 

Peta proses bisnis telah disusun 
dan dievaluasi, serta ditetapkan 
Kembali dalam Keputusan Sekjen 

Nomor 1739/SEKJEN/2020 

Penyelesaian Peta Proses Bisnis 

Melaksanakan penerapan hasil 
asesmen dan penugasan kepada 

bawahan 

Supervisi, coaching, dan 
konseling atasan secara berkala . - - .. -- - - .. 

- -- ....- ...... ..;,;-. :ii 

Telah dilaksanakan scsiallsasi Road 
Map Reformasi Birokrasi kepada 
seluruh pegawai yang dilakukan 

secara virtual pada tanggal 22 - 24 
Juli 2020 

Sosialisasi Rencana Perubahan 

Telah disusun Road Map RB 2020- 
2024 berdasarkan Road Map RB 

Nasional dan Renstra Setjen DPR RI 
2020-2024 (Persekjen Nomor 10 

Tahun 2020) 

Penyusunan Road Map { 

TINDAK LANJUT ATAS 
REKOMENDASI KEMENTERIAN PAN 
DAN RB 
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Penilaian atas Nilai Evaluasi Akuntabilitas Kinerja dilakukan oleh Kernen PAN & RB. 

Hingga penyusunan Laporan Kinerja Setjen DPR RI dilakukan, hasil evaluasi/pen11aian belum 

dapat diperoleh sehingga masih menggunakan penilaian pada tahun sebelumnya. 

Berdasarkan Surat Menteri PAN & RB Nomor B/125/AA.05/2019 tanggal 30 Desember 

2019 hal Hasil Evaluasi atas Akuntabllitas Kinerja lnstansi PemerintahTahun 2019, hasil 

evauasi menunjukkan bahwa Setjen DPR RI memperoleh nilai 64,60 atau predikat B. 
Penilaian tersebut menunjukkan bahwa tingkat efektivitas dan eflsiensi penggunaan 

anggaran cukup baik jika dibandingkan dengan capaian kinerjanya. Hal ini disebabkan 

pembangunan budaya kinerja birokrasi dan penyelenggaraan pemerintahan yang 

berorientasi pada hasil di Setjen DPR RI sudah mulai berjalan dengan baik namun sangat 

perlu dilakukan beberapa perbaikan lebih lanjut. 

Rincian Penilaian Akuntabilitas Kinerja Setjen DPR RI dilihat dari 5 (lima) komponen 

penilaian sebagaimana terdapat dalam label 6 yaitu Perencanaan Kinerja, Pengukuran 

Kinerja, Pelaporan Kinerja, Evaluasi Internal, dan Capaian Kinerja mengalami kenaikan nilai 

dilihat dari tahun 2018 sebesar 62,36 % dan 2019 sebesar 64,60%. Dari hasil penilaian di 

atas dapat dilihat bahwa walaupun tingkat akuntabilitas kinerja Setjen DPR RI masih dalam 

kategori yang sama (B), akan tetapi dari sisi nila1 mengalami kenaikan sebanyak 2,24. 

8 

-- - -- 

Target B 
~~ ~~~~~~~~~ 

Nilai Evaluasi Akuntabilitas Kinerja 

Laporan Kinerja Sekretariat Jenderal 

Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia 

Tahun 2020 
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Berdasarkan rekomendasi yang terdapat dalam surat hasil evaluasi di atas, pada tahun 

2020 Setjen DPR RI telah menindaklanjuti dengan beberapa perbaikan antara lain: 

1. Melaksanakan sinkronisasi antara Perjanjian Kinerja Organisasi (aplikasi 

perencanaan) dengan Sasaran Kinerja Pegawai (aplikasi kepegawaian) sebagaimana 

terdapat dalam aplikasi e-PPKP. Hal ini merupakan upaya untuk mendorong 

pembangunan budaya kinerja dengan meningkatkan keselarasan kinerja di setiap 

level organisasi, kualitas ukuran-ukuran kinerja organisasi, proses bisnis yang 

mendasari pencapaian kinerja, kualitas dan kapasitas SDM aparatur yang sesuai 

dengan kinerja yang diharapkan. 

2. Penyusunan Perjanjian Kinerja mulai dari Sekretaris Jenderal sampai dengan 

tingkatan paling kecil yaitu pada level individu pada jabatan Pelaksana. Hal ini 

merupakan upaya untuk menggambarkan hubungan/turunan kinerja dari Sekretaris 

Jenderal DPR RI ke unit kerja di bawahnya sampai unit kerja terkecil, bahkan sampai 

ke level individu . 

. 3. Melakukan Kerjasarna dengan BKN rnelalui pilot project aplikasi e-kinerja BKN 

sebagai upaya penerapan Peraturan Pernerintah Nomor 30 tahun 2019 tentang 

Penilaian Kerja Pegawai Negeri Sipil. 

' ,N~l' Korn~ YQ)1' Qll:IHa'I 
I 

Beltm. loJJ 2'DJS 
A Perencanaan Kinerja 30 'I 19,03 I 19,76 

I 

B Pengukuran Kinerja 25 II 15,82 16,24 

c Pelaporan Kinerja 
I 15 9,50 9,79 

D Evaluasi Internal 10 6,32 6,86 

E Capaian Kinerja I 20 11,69 11,95 
I I 

I 

I 
Nilai Hasil Evaluasi 100 62,36 64,60 

Tingkat Akuntabilitas Kinerja 
I 

B B 

Tabel13 
Komponen Penilaian Akuntabllitas Kinerja 

Laporan Kinerja Sekretariat Jenderal 
Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia 

Tahun 2020 
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Berdasarkan Undang Undang Nomor 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara 

disebutkan bahwa salah satu tugas Menteri/Pimpinan Lembaga sebagai Pengguna 

Anggaran/ Pengguna Barang kementerian negara/lembaga yang dipimpinnya adalah 

rnenyusun dan menyarnpaikan laporan keuangan kementerian negara/lembaga yang 

dipimpinnya. Laporan Keuangan tersebut setidak-tidaknya meliputi Laporan Realisasi 

Anggaran, Neraca, dan Catatan Atas Laporan Keuangan. Bentuk dan isi laporan keuangan 
disusun dan disajikan sesuai dengan standar akuntansi pemerintahan. 

Dalam Undang Undang No 15 Tahun 2014 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan 

Tanggung Jawab Keuangan Negara, untuk mewujudkan pengetolaan keuangan negara yang 
tertib, taat pad a peratu ran perundang-undangan, efisien, ekonornis, efektif, transparan dan 

bertanggung jawab, perlu dilakukan pemeriksaan berdasarkan standar pemeriksaan oleh 
Badan Pemeriksa Keuangan. Pemeriksaan tersebut dilakukan oleh BPK atas laporan 

keuangan. La po ran atas has ii pemeriksaan BPK tersebut memuat opin i atas Laporan 
Keuangan yang telah disusun. 

Pemberian opini atas laporan keuangan diberikan oleh Badan Pemeriksa Keuangan 

(BPK). Opini BPK merupakan pernyataan profesional pemeriksa mengenai kewajaran 

informasi keuangan yang disajikan dalam laporan keuangan yang didasarkan pada empat 

kriteria yakni kesesuaian dengan standar akuntansr pemerintahan, kecukupan 
pengungkapan (adequate disclosure), kepatuhan terhadap peraturan perundang-u ndangan, 

dan efektiftas sistem pengendalian intern. Terdapat empat jenis opini yang diberikan oleh 

pemeriksa yaitu Tidak Menyatakan Pendapat ~ Tidak Wajar ~ Wajar Dengan Pengecualian 
~ Wajar Tanpa Pengecualian. 

Yang dimaksud indikator "opini BPK" pada laporan ini adalah hasil audit BPK untuk 

Laporan Keuanga n DPR RI tahu n 2020. Apa bi la hasil audit tidak dapat diperoleh hingga batas 

waktu penyusunan Laporan Kinerja, maka dapat menggunakan hasil audit tahun 

sebelumnya. Dengan target WTP dapat direalisasikan WTP, sehingga capaian kinerja untuk 

-- - - ~~ 

Target WTP 
~ ~ ~ 

Opini BPK atas Laporan Keuangan 

laporan Kinerja Sekretariat Jenderal 

Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia 

Tahun 2020 



Opini WTP atas Laporan Keuangan OPR RI tetap dipertahankan dengan penyusunan 

Laporan yang dilengkapi dengan Laporan Capaian Output masing-masing kegiatan 

disandingkan dengan rencana output yang ditargetkan dan jumlah anggaran yang 

terealisasi. Laporan ini dapat memberikan informasi apakah kebutuhan anggaran telah 

sesuai dan telah digunakan seefisien dan seefektif mungkin. Selanjutnya untuk dapat 

menjawab perkembangan pemeriksaan BPK yang semakin mengarah kepada pemeriksaan 

kinerja, serta tuntutan internal (BURT) dan Eksternal {Kementerian Keuangan) untuk dapat 

menyatukan laporan keuangan dan laporan capaian output/kinerja, maka Sekretariat 

Jenderal DPR RI telah melakukan berbagai perbaikan dalam penyusunan penetapan kinerja, 

pengukuran capaian kinerja serta penyusunan anggaran berdasarkan target kinerja yang 

telah ditetapkan. 
Selanjutnya, berdasarkan PMK 14 tahun 2017 tentang Pedoman Penerapan, 

Pen ilaian, dan Reviu Pengendalian Intern atas Pelaporan Keuangan, yang mewajibkan 

Kementerian/Lembaga untuk melakukan penilaian mandiri atas Pengendalian Internal di 

bidang pelaporan keuangan, Sekretariat Jenderal DPR RI telah melakukan pengendalian 
internal atas pelaporan keuangan dengan cara membentuk suatu tim penilai pengendalian 

internal atas penyusunan laporan keuangan. Untuk tahun 2020, tim PIPK ini melakukan 

penilaian pengendalian terhadap Kesesuaian Belanja Modal Peralatan dan Mesin serta 

Belanja Pemeliharaan. 

indikator "opini BPK" tercapai. Opini BPK untuk Laporan Keuangan DPR RI tahun 2020 belum 

dapat disampaikan karena hasil pentlaian baru akan diserahkan pada bulan April 2021. 

Pada tahun 2020, Sekretariat Jenderal DPR RI dapat mempertahankan Raihan opini 

Wajar Tan pa Pengecualian dari BPK, sehingga pencapaian WTP pada tahun 2020 melengkapi 

koleksi capaian opini WTP yang telah diperoleh DPR RI menjadi 11 (sebelas) kali berturut - 

tu rut. 

l!.apomn KincrJ:il Sekfe.tqrlat J,end1e~I 
Dew,an Perwakillan Ril~yoit R,eputbUlt lnd1:me:i;la 

Tahun 20!0 
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SPIP menjadi penting untuk dijadikan sebagai indikator kinerja Setjen DPR RI karena 

menunjukkan telah dilaksanakannya Sistem Pengendalian yang tepat dan terukur dalam 

pelaksanaan kegiatan tugas di Setjen DPR RI dalam rangka mewujudkan good governance. 

Tujuan SPIP sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 

tentang SPIP untuk memberi keyakinan atas tercapainya tujuan organisasi melalui kegiatan 

yang efektif dan efisien, keandalan pelaporan keuangan, pengamanan asset negara, dan 

ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan. 

Kerangka maturitas SPIP terpola dalam 6 (enam) tingkatan dan dalam setiap tingkatan 

mempunyai karakteristik dasar yang menunjukkan peran atau kapabilitas penyelenggaraan 

SPIP dalam mendukung pencapaian tujuan instansi Pemerintah sebagaimana diatur dalam 

Peraturan Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Nomor 4 Tahun 

2016 tentang Pedoman Penilaian dan Strategi Penigkatan Maturitas Sistem Pengendalian 

Intern Pemeri ntah. Dan dala m pencapaiannya dipengaruhi oleh kompleksitas kegiatan 

setiap instansi pemerintah. 

Penilaian atas Tingkat Maturitas Penyelenggaraan SPIP di Setjen DPR RI dilakukan oleh 

BPKP. Maturitas ini merupakan penilaian terhadap 5 (lima) unsur dalam SPIP yang terdiri dari 

25 (dua puluh lima) sub unsur dengan capaian 20 (dua puluh) sub unsur berada pada level 3 

(tiga) dan 5 (lima) sub unsur pada level 4 (empat) sebagaimana terdapat dalam Gambar 4. 

Maturitas Penyelenggaraan SPIP merupakan kerangka kerja yang memuat 

karakteristik dasar yang menunjukan tingkat kematangan penyelenggaraan SPIP yang 

terstruktur dan berkelanjutan sebagai: 

a. lnstrumen evaluatif penyelenggaraan SPIP; 

b. Panduan generik untuk meningkatkan maturitas sistem pengendalian intern. 

~ 

I Target Leve! 3 
1 

Hasil penilaian tingkat maturitas 
penyelenggaraan SPIP 

Laporan Kinerja Sekretariat Jenderal 

Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia 

Tahun 2020 
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Tingt.at Maturitas hnYJ;!,e:mi~raain SPIP 
Ta~p Keasualin denJan Standtr ~hOt ~ 

I 

l'el'.slapan 9-3,70% 
I 

2P.IJO% 18.14'% 
S1.1 MI: iPef11daih ul1,11an 100,00% 

I 

I 2D.Dp% 210.00% 
I Pengujian Bukti Maturitas SPIP 1001JJO%, 4tJ.OO·~ 40.00% 

Tabel14 
Hasil Penjamlnan Mutu atas Penilaian Mandiri 

Hingga penyusunan Laporan Kinerja Setjen OPR RI dilakukan, hasil evaluasi/penilaian 

belum dapat diperoleh sehingga masih menggunakan penilaian pada tahun sebelumnya. 

Hasil Penilaian Tingkat Maturitas Penyelenggaraan SPIP di Setjen DPR Rl tahun 2019 

sebagaimana terdapat dalam dari BPKP Surat Nomor SP-17/02/02/2.020 tanggal 24 Januari 

2020 mengenai laporan Hasil Pelaksanaan Penjaminan Kualitas atas Hasil Self Assesment 
Maturitas SPIP pada Sekretariat Jenderal dan Badan Keahlian DPR RI Tahun 2019 

mendapatkan skor hasil 3,185 (terdefinisi/level 3), dengan rincian sebagai berikut: 

1. Hasi1 Penjaminan Mutu atas Hasil Penilaian Mandiri Tingkat Maturitas Penyelenggaraan 

SPIP pada Sekertaris Jenderal dan Badan Keahlian DPR RI adalah 90,24% atau dengan 

kriteria "sesuai", secara umum proses Penilaian Mandiri Tingkat Maturitas 

Penyelenggaraan SPIP pada Setjen dan BK DPR RI Tahun 2019 telah sesuai dengan 

Pedoman Penilaian dan Strategi Peningkatan Maturitas SPIP, ha! ini dapatterlihatdalam 

tabel 14. 

-- 
I:==~ '=~ 1~~ 

----- ... , • ._ ·-vrw:1.1t .. 
~--- I __ , ----~~ 

I .... ,,_ L..,.-- 

Gambar4 
Fokus Penilaian Maturitas SPIP 

Laporan Kinerja Sekretariat Jenderal 

Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia 

Tahun 2020 



GambarS 
Penyerahan sertifikat 
maturitas SPIP Level Ill 
oleh BPKP pada tanggal 
17 September 2020 

Melihat dari capaian di tahun 2019, Setjen DPR RI telah memenuhi target tersebut 

yaitu pada level 3 maturitas SPIP, hal ini merupakan hasil komitmen bersama dari Setjen DPR 

RI untuk menyelenggarakan SP IP yang efektif melalui pen ilaian mandi ri maturitas SP IP Setj en 

DPR RI, Beberapa upaya telah dilaksanakan oleh Setjen DPR RI dalam rangka meningkatkan 

maturitas penyelenggaraan SPIP dari tingkat "terdefinisi" (level 3) ke tingkat "terkelola dan 

terukur" (level 4) sebagaimana rekomendasi QA. 

Bo bot Assesment Quality Assurance 
Unsur (QA) 

No % 
Skor Nllai Skor Nilai 

~ 
1. Unsur Lingkungan Pengenda lia n 30 3,500 1,050 3,375 1,013 
2. l Penilaian Risiko 20 4,000 I o.soo 3,000 0,600 
3. Unsur Kegiata n Pengenda lian 25 3,182 0,795 0,795 0,773 
4. Unsur lnformasi dan Komunikasi 10 3,500 0,350 0,350 0,350 
5. Unsur Pemantauan 15 4,000 0,600 0,600 0,450 

I 

Jumlah Skor 100 3,595 3,185 
I 

2. Pelaksanaan tugas penilaian maturitas di Setjen dan BK DPR RI merupakan penilaian 

reassessment dengan skor pendahuluan pada tahun 2018 adalah sebesar 2 . .218 

(berkembang), sedangkan untuk hasil penilaian mandiri (reassessment) pada tahun 

2019 adalah sebesar 3.595 dan skor menurut hasil Quality Assurance (QA) adalah 

sebesar 3.185 (terdeflnisi) dengan rincian sebagaimana terdapat pada Tabel 15. 

Tabel 15 Hasil Penilaian Mandiri. (Rea5Sessimen') 

Penyusunan Laporan Penilaian 57.50% I 20.00% 11.57% 
Rata - Rata Skor 

II 90.24% 

Laporan Kinerja Sekretariat Jenderal 

Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia 
Tahun 2020 



$ 
Pengelolaan Teknologi tnforrnasi yang 
dilengkapi oleh buku manual pengoperasian 
program aplikasi komputer 

Tu 

Mengadai<an B1mbingan Tekrus Mana:e;;nen 

R1siko indeks dan New SPIP dengan 

Narasumber dari BPKP 

Pembinaan SOM ® 

Ml'rlgkomunikasikan segala peraturan dan 
.nforrnasi lainnva rnelaiui portal OPR RI 

website ittarna dar DPR RI 

Komunikasi yang Efektif ® ® Peneendalan Sistem lnformasl 

API P melakuk~n evaluasi atas risk register 
dan memberikan rekomendasi perbaikan 
kepada unit kerja untuk updating risk 
register 

• Membangun rnanajernen risiko metalui 
PTKP berbasls nsiko 

• Melaku kan Pendarnpmga n/konsu ltansi 
penyusunan risk register ke unit kerja 

Kepemimpinan yang kondusif ® @) ldentitlka~ risll:o 

Iii,__.,_ 

~ 

.. . . . 
I --"',. 

- - 

IE I 

Pembentukan Tim Pernngkatan Matunta'> 
SPIP di Lingkungan Setjen DP~ RI 

berdasarkan Keputusan Sekjen Nomor 
1113/SEKJEN/2020 tanggal 2 Juli 2020 

REKOMENDASI BPKP 
TINDAK LANJUT ATAS 

Pemantauan Berkelanjutan ® @ 
Updating Intern Audit Charter di Lingkungan Setjen 
DPR RI melalui Keputusan Sekjen Nomor 
483/SEKJ EN/2020 pad a tanggal 2 Maret 2020 
sebagai pengganti dari Keputusan Sekjen DPR RI 
Nomor 816/SEKJEN/2018 
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IACM merupakan kerangka yang menggambarkan hal-hal mendasar yang dibutuhkan 

untuk mewujudkan pengawasan intern sektor publik yang efektif. Kerangka model tersebut 

dibangun melalui lima level yang progresif. Level terendah merupakan fondasi bagi level 

berikutnya. Tiap level mendeskripsikan karakteristik dan kapabilitas aktivitas audit internnya 

sebagaimana tergambar dalam Gambar 6. 

Sesuai dengan tujuan Reformasi Birokrasi pada area pengawasan adalah terwujudnya 

pemerintahan yang bersih, bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme (KKN). Oleh karena itu 

diperlukan sistem pengawasan internal yang kuat. Pengawasan internal ini dapat dilakukan 

dengan memadai apabila kapabilitas dari APIP di suatu instansi sangat tinggi dan lnspektorat 

Utama sebagai unit pengawasan internal berada di level tertinggi yang penilaiannva dapat 

diukur melalui Internal Audit Capability Model (IACM). 

Pengawasan internal dapat dikatakan memadai apabila sekurang-kurangnya mampu: 

1. Memberikan keyakinan yang memadai atas ketaatan, kehematan, efisiensi, dan 

efektivitas pencapaian tujuan penyelenggaraan tugas dan fungsi instansi pemerintah; 

2. Memberikan peringatan dini dan meningkatkan efektivitas manajemen risiko dalarn 

penyelenggaraan tugas dan fungsi instansi pemerintah, dan 

3. Mernehhara dan meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan tugas dan fungsi 

instansi pemerintah. 

Target le11ti!I 3' 
~~ ~~ 

Hasil penilaian tingkat kapabilitas APIP 

Laporan Kinerja Sekretariat Jenderal 

Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia 
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Untuk Area-area proses kunci aktivitas audit intern tiap level dalam IACM berkaitan 

erat dengan ke-6 (enam) elemen yaitu peran dan layanan, pengelolaan Sumber Daya 

Manusia, Praktek Profesional, Akuntabilitas dan Manajemen Kinerja, Budaya dan Hubungan 

Organisasi serta Struktur Tata Keio la. 

Hingga penyusunan Laporan Kinerja Setjen DPR RI dilakukan, hasil evaluasi/penilaian 

belum dapat diperoleh sehingga masih menggunakan penilaian pada tahun sebelumnya. 

Hasil Penilaian Tingkat Kapabilitas Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) di Setjen 

DPR RI tahun 2019 sebagaimana terdapat dalam Surat BPKP Nomor SP-267 /02/02/2019 

tanggal 31 Desember 2019 perihal Laporan Hasil Penjaminan Kualitas atas Hasil Penilaian 

Mandiri Tingkat Kapabilitas Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) pada lnspektorat 

Utama Sekretariat Jenderal dan Badan Keahlian Dewan Perwakilan Rakyat Republik 

Indonesia Tahun 2019 adalah sebagai berikut: 

1. Berdasarkan kegiatan penjaminan mutu atas penilaian mandiri kapabilitas APIP 

lnspektorat Utama (ITIAMA) Setjen DPR RI berada pada "level 3 dengan catatan". Hasil 

penilaian pada tahun 2019, tersaji dalam tabel 16. 

LEVEL 1 
Initial 

Tidak berkelanjutan tergantung 
pada usaha individu 

LEVEL2 
Infrastructure 

Prosedur dan praktik audit intern 
berulang dan berkelanjutan 

LEVEL3 
Integrated 

praktik profesional dan manajemen audit intern 
diterapkan secara seragam 

LEVEL4 
Managed 

Audit intern mengintegrasikan informasi lintas unit 
organisasi untuk mengembangangkan tata kelola dan 

manajemen risiko 

Audit intern belajar dari dalam dan luar orgariisasi untuk 
pengembangan yang berkelanjutan 

Gambar6 
Level Internal Audit Capability Model (IACM) 
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Untuk mencapai level 3 penuh atas kapabiltas APIP, BPKP RI merekomendasikan agar 

lnspektorat Utama Setjen DPR RI harus menyusun tindak (action plan) agar level kapabilitas 

APIP berada pada "level 3 penuh". 

Jika dilihat dari target yang telah ditetapkan maka capaiannya sudah sesuai target 

yaitu di level 3 yaitu Integrated antara praktik profesional dan manajemen audit intern 

diterapkan secara seragam. Keberhasilan lnspektorat Utama Setjen DPR RI mendapatkan 

Level 3 kapabilitas APIP adalah dikarenakan lnspektorat Utama Setjen dan BK DPR RI secara 

terus menerus dan berkelanjutan berkomunikasi dengan BPKP untuk melakukan Bimbingan 

Teknis dalam rangka pemenuhan 93 pernyataan yang terbagi ke datam 14 (empat belas) 

KPA dan 6 (enam) elemen. 

2. Level 3 (tiga) dengan catatan ini artinya adalah seluruh elemen dan Key Process Area 

(KPA) pada level 2 telah terpenuhi. Dari 14 (empat belas) KPA yang harus dipenuhi 

sebagai syarat untuk mencapai kapabilitas APIP Level 3 penuh, 8 (delapan) KPA telah 

terpenuhi dan 6 (enam) KPA belum terpenuhi. Dengan demikian, lnspektorat Utama 

Setjen dan BK DPR RI harus menyusun Rencana Tindak (Action Plan) agar level 

kapabilitas APIP berada pada "level 3 penuh". 

Sumber: lnspektorat Utama Setjen dan BK DPR RI, 2019 

NO' memen ~t&ll U!vel'Ha501 
Peol.lalin MandO:' ~ V'alklJSI 

1 p,erari1 dan La_vari <1n 3 I 2 , 1~en:geloli'arn SOM 2 2 ... 
s 1Praktlk P·rofe.s~nal, 2 2 

4 Akuntabilitas dan Manajemen Kinerja 3 3 
.5 9uday;J 1d tJn Hru bY'rl&Bn Organ lsasl 3 3 
6 Struktur dan Tata Kelola 3 3 

Tabel16 
Hasll Penllalan Pada Tahun 2019 
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Zona lntegritas (ZI) adalah predikat yang diberikan kepada instansi pemerintah yang 

pimpinan dan jajarannya mempunyai komitmen untuk mewujudkan Wilayah Bebas dari 

Korupsi (WBK)/Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) melalui reformasi birokrasi. 

khususnya dalam hal pencegahan korupsi dan peningkatan kualitas pelayanan publik. 

Penilaian Predikat tersebut dilakukan oleh KemenPAN & RB yang berpedoman pada 

PermenPAN & RB nornor 52 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Zona lntegritas 

Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Lingkungan 

lnstansi Pemerintah. 

Setjen DPR RI berkomitmen ikut serta dalam membangun wilayah bebas korupsi 

dengan mencantumkan unit kerja yang mendapat predikat WBK/WBBM sebagai indikator 

kinerja datarn Perjanjian Kinerja Tahun 2020. Pada tahun 2020, Setjen DPR RI mengusulkan 

beberapa unit eselon II untuk menjadi Wilayah Zona lntegritas (ZI) menuju WBK/WBBM di 

Lingkungan Sekjen DPR RI yang meliputi Biro Persidangan II, BKSAP, Pusdiklat, Biro Hukum 

dan Pengaduan Masyarakat, Pusat Perancangan Undang-Undang, dan Pusat Kajian 

Anggaran. Dari 6 (enam) unit eselon II yang diusulkan untuk berpartisipasi menjadi Wilayah 

Zona lntegritas (ZI) menuju WBK/WBBM, terdapat 2 (dua) unit eselon II yang mendapatkan 

anugerah oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi 

sebagai unit kerja pelayanan berpredikat Wilayah Bebas Korupsi [WBK), yaitu penghargaan 

diberikan kepada Biro Kerja Sama Antar Parlemen (KSAP) dan Pusat Pendidikan dan 

Pelatihan. 

Salah satu upaya dalam membangun Wilayah Bebas Korupsi dan Wilayah Birokrasi 

Bersih dan Melavaru, Setjen DPR RI melakukan beberapa kegiatan di tahun 2020 sebagai 

berikut: 

~~~ ---- 

Target 2 unit kerj1a 

Jumlah unit kerja yang mendapat predikat 
WBK/WBBM 
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Gambar 8 
Entry meeting Pembangunan Zona tntegritas 
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Rapat Perslapan Evaluasl Zona lntegrltas dan 

Survey Zona lntegrlta s 

Predikat Zona lntegritas (ZI) menuju Wilayah Bebas korups: (WBK) dan Wilayah 

Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) yang diberikan untuk 2 (dua) unit kerja d1 Lingkungan 

Sekjen DPRI merupakan gerbang awal dalam mewujudkan birokrasi yang bersih dan 

melayani. Kedepannya Pembangunan ZI diharapkan rneruadi sebuah kebutuhan yang harus 

segera dilaksanakan oleh seluruh unit kerja untuk peningkatan percepatan pelayanan publik 

dan integritas, perbaikan tata kelola, dan menumbuhkan budaya kerja birokrasi yang 

antikorupsi dan melayani publik dengan baik. 

1. Melakukan Bimbingan teknis tentang Zona lntegritas dengan narasumber dari 

Kementrian PAN RB 
2. Melaksanakan rapat koordinasi dengan unit eselon II yang diusulkan menjadi wilayah 

Zona lntegritas (ZI) Menuju WBK dan WBBM yaitu membahas persiapan pelaksanaan 

evaluasi reformasi birokrasi dan Zona lntegritas di lingkungan Setjen DPR RI. 

3. Melakukan kegiatan pendampingan ke unit eselon II yang diusulkan menjadi unit kerja 

WBK dan WBBM. 

4. Melakukan pendampingan penilaian mandiri kepada unit eselon II yang tel ah ditetapkan 

sebagai Zona integritas dalam rangka memperoleh predikat menuju WBK dan WBBM 

5. Melakukan benchmarking ke instansi yang memiliki banyak unit yang berpredikat WBK 

dan WBBM vaitu Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia. 

6. Melakukan inovasi-inovasi yang lebih langsung dirasakan manfaatnya oleh user DPR RI 

yaitu Anggota DPR RI dan Masyarakat. 

7. Melakukan review dan perbaikan yang masih belum dicapai ditahun sebelumnya 

8. Mernperbaiki perjanjian kinerja dan lndikator kinerja unit eselon II yang diusulkan 

menjadi Zona lntegritas. 
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Anugerah oleh Kementerian Pendavagunaarr 
Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasl sebagai 
unit kerja pelayanan berpredikat Wilayah Bebas 

Korupsi (WBK), yaitu penghargaan diberikan 
kepada Pusat Pendidikan dan Pelatihan 

lr.:~~~~I , .. ~ <rfFlcPirrfrlTHt """""Pd ... ut 

.... \l "' •11&\I' IMlll M>tll ...... " ... 
.sclufta 21 lk-"£-~ o.tJ:!"'I; - ... ~~~~· :~rt -- 

9 & 0 & 
1i~Mill'u.11t<iimHIID h\ *="µ'" 

UU~ltRl,\\i~h\, U~I 'I'' \~\H\'r• • 'kf~\ll\ 
D\~ llllrot\\j \>It··~- 

N~~•.m tJpii11l-£J gn:m «eon JCL 
PUSAT PENDIDKA:S DAN PELATillA.', 

SEIUtErABIAT JE'.\"DllllAL DPR BI 

PVSAT PDID1DllW'f 04.~ PllU11llAN, 
~JENDDALDPRU --------- .. --- -------- ---~--_,- ...... ~ ..... -~~:·'9 

r,..,._ 

- -. l '•1 '. i 
1:Pusat:Rendidikan~ d;iftr P_elatil:(an 

-- . l ~ ------- 

Anugerah oleh Kementerian Pendayagunaan 
Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi sebagai 
unit kerja pelayanan berpredikat Wilayah Bebas 

Korupsi (WBK), yaitu penghargaan diberikan kepada 
Biro Kerja Sama Antar Parlemen (KSAP). 
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Berdasarkan Pasal 176 PP Nomor 11 Tah un 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri 

Sipil disebutkan bahwa pengembangan karier PNS dilakukan berdasarkan kualifikasi, 

kompetensi, penilaian kineria, dan kebutuhan lnstansi Pemerintah. Oleh karena itu Pusdiklat 

sebagai unit kerja yang bertugas untuk men du kung pengembangan kornpetensi bagi 

pegawai diharapkan dapat mendukung dalam pengembangan karir PNS di lingkungan Setjen 

DPR RI. Pengembangan kompetensi bagi pegawai yang memiliki tugas dan fungsi 

memberikan dukungan penyusu nan dan pembentukan peraturan perundang-u ndangan 

kepada DPR RI diharapkan memperoleh penguatan kompetensi tentang penyusunan dan 

pembentukan perundang-undangan. Penguatan kompetensi tersebut diberikan kepada PNS 

calon Pejabat Fungsional Perancang Peraturan Perundang-undangan yang belum dapat 

diangkat dalam jabatannya karena belum dapat mengikuti Diklat Fungsional. 

Selama ini Pusdiklat hanya mengikutsertakan Calon Pejabat Fungsional Perancangan 

Peraturan Perundang-undang di Kementerian Hukum dan HAM yang kuotanya sangat 

terbatas. Sehubungan dengan hal tersebut pada tahun 2017 Pusdiklat Setjen DPR RI 

berinisiatif untuk mengajukan akreditasi penyelenggaraan Diklat Fungsional calon Pejabat 

Fungsional Perancangan Peraturan Perundang-undangan kepada Dirjen H ukum dan 

Perundang-undangan Kementerian Hukum dan HAM selaku lembaga pembina bagi jabatan 

Fungsional Perancang Peraturan Perundang-undangan. 

Proses penyerahan sertifikasi akreditasi dengan predikat "B" tel ah di laksanakan pad a 

awal tahun 2019. Kemudian di tahun 2020 ini Pusdiklat Kembali melaksanakan Diklat 

Fungsional bagi calon Pejabat Fungsional Perancangan Peraturan Perundang-undangan 

yang diselenggarakan selama bulan September-Desember 2020 secara virtual dan total 22 

orang sebagaimana digambarkan dalam Gambar 9. 

1 PIOfll'Onl dlldot 

Jumlah program diklat yang memperoleh 
akreditasi minimal "B" 
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Gambar 10 
Pelatihan Dasar CPNS 

RI. Adanya pandemi menyebabkan pemerintah belum dapat melanjutkan proses rekruitmen 

CPNS hingga akhir 2020. Hal ini yang menyebabkan Pusdiklat Setjen DPR RI masih harus 

mengejar target akreditasi pada program pelatihan Latsar dan diharapkan tahun 2021 

Pusdiklat Setjen DPR RI akan kembali menyelenggarakan Latsar CPNS. Namun pada tahun 

2020 Pusdiklat tetap berkomitmen dala m mempersia pkan kebutuhan pelaksanaan 

akreditasi pelatihan, salah satu upaya yang dilakukan adalah melaksanakan Forum Group 

Discussion (FGD) tentang analisa kebutuhan pelaksanaan akreditasi penyelenggaraan 

pelatihan dasar CPNS (meliputi sarana dan prasarana) dengan Kapus Pembinaan Program 

dan Kebijakan Pengembangan Kompetensi ASN LAN. 

Dengan indikator jumlah program diklat yang memperoleh akreditasi minimal "B" 

dengan target 2 program, namun baru memenuhi 1 (satu) program, yang diserahkan 

sertiflkasi akreditasinya pada tahun 2019 harapannya Pusdiklat akan berupaya untuk 

angkatan. Karena pada tahun 2020 
Peserta Pelatihan Fungsional Calon Perancang Peraturan 
Perundang-undangan dengan adanya pandemi covid-19 

penveienggaraan Latsar CPNS tersebut tidak dapat dilaksanakan oleh Pusdiklat Setjen DPR 

Kemudian program diklat lain 

yang dikejar akreditasinya adaiah 

Pelatihan Dasar (Latsar) CPNS . Sejak 

tahun 2018 sampai dengan tahun 2019 

Pusdiklat telah melaksanakan Latsar 

CPNS sebanyak 4 angkatan, dan 

beri nisiatif untuk mengajukan 

akreditasi program Latsar CPNS dengan 

persyaratan adalah tel ah 

melaksanakan Latsar CPNS sebanyak 5 
Gambar9 

• Setjen DPR RI • K~mPnsetneg • Kementdn 

Laporan Kinerja Sekretariat Jenderal 

Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia 

Tahun 2020 



53 

Berdasarkan label 11 di atas, hasil penilaian kearsipan DPR RI mengalami peningkatan 

yang signifikan sebesar 23, 7. Faktor utama keberhasilan ini yaitu adanya komitmen bersama 

antara Pimpinan Setjen DPR RI dengan Unit Kearsipan Lembaga dalam menindaklanjuti 

rekomendasi ANRI atas hasil pengawasan kearsipan Tahun 2019 yaitu untuk melaksanakan 

penyesuaian antara regulasi dengan penyelenggaraan kearsipan. Pada tahun 2020, telah 

dilakukan evaluasi dan revisi atas regulasi 4 Pedoman Kearsipan yaitu Tata Naskah Dinas, 

Klasifikasi Arsip, Sistem Klasifikasi Keamanan dan Akses Arsip Dinamis, dan Jadwal Retensi 

Arsip, Selain itu, ketaatan terhadap regulasi kearsipan yang telah disusun juga menjadi poin 

lebih dimana sebagian besar unit kerja telah memindahkan arsip inaktifnva ke unit kearsipan 

lembaga dan DPR RI juga secara berkala telah menyerahkan arsip statisnya kepada ANRI. 

Saliaran/tndllcatm Tahtln .Nllill Pfedl• 
" ''" I 

2019 B (Baik) Hasil Pengawasan Kearsipan Lembaga DPR 6l,3Cl 

RI 20.210 .SS,,00_ A (Memuaskan) 

Penilaian Pengawasan Kearsipan dilakukan oleh Arsip Nasional Republik Indonesia 

(AN RI). Pengawasan dilakukan terhadap aspek kebijakan, pembinaan, pengelolaan arsip 

dinamis dan sumber daya kearsipan. Hasil pengawasan kearsipan ini telah membawa 

perubahan besar pada pelaksanaan tata kelola arsip di DPR. Hal ini dibuktikan dengan 

naiknya hasil penilaian pengawasan kearsipan pada Tahun 2020. Berdasarkan Keputusan 

Kepala ANRI Nomor 351 Tahun 2020 tentang Nilai Hasil Pengawasan Kearsipan pada lnstansi 

Pemerintahan Tingkat Pusat Tahun 2020, hasil pengawasan kearsipan Setjen DPR RI adalah 

85.00 dengan kategori "A (Memuaskan)". Perbandingan hasil penilaian pengawasan 

kearsipan DPR RI Tahun 2019 dan Tahun 2020 sebagaimana dijelaskan dalam label 17. 

Tabel17 
Perbandingan Hasil Penilaian Pengawasan Kearsipan DPR RI Tahun 2019 dan Tahun 2020 

A 

~ ~ ~~~~~~~ 
Target :B I 

Hasil Pengawasan Kearsipan Lembaga DPR 
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Gombor 11 
Perbondingon permohonon antara tahun 2019 
dan tahun 2020 

Pada tahun 2020 Setjen DPR RI 

rnengalarni penurunan jumlah 

permohonan mformasi publik apabila 

dibandingkan dengan tahun 2019. 

Tahun 2020 tercatat pendaftaran 

akun pemohonan baru sejumlah 466 

pemohonan yang terdiri dari 456 

pemohon perorangan dan 10 

Meskipun keterbukaan mforrnasi publik baru rnenjadi indikator kinerja Setjen DPR RI 

pada tahun 2020, pada kenyataannya proses keterbukaan informasi telah dimulai sejak DPR 

RI menetapan UU Keterbukaan lnformasi Publik yang merupakan RUU Usul inisiatif DPR RI, 

yang selanjutnya D PR RI masuk dalam Peni laian terhadap .mplernentasl stand a r teknis 

layanan informasi publik. Sebagai salah satu badan publik maka tuntutan akuntabilitas dan 

keterbukaannya menjadi salah satu bentuk pertanggungjawaban. 

Gambaran umum layanan informasi publik PPID Setjen DPR RI dapat dilihat melalui 

aspek-aspek dibawah ini: 

1. Permohonan lnformasi Publik 

Penilaian terhadap implementasi standar teknis layanan informasi publik dilakukan 

oleh Kornisi lnformasi Pusat. Berdasarkan Keputusan Ketua Komisi lnformasi Pusat Republik 

Indonesia Nomor 09/KEP/KIP/X/2020 tentang Hasil Monitoring dan Evaluasi Keterbukaan 

lnformasi Publik Pada Badan Publik Tahun 2020, Setjen DPR RI mendapatkan predikat Cukup 

lnformatif dengan nilai 79,49. Terdapat 45 lembaga yang masuk penilaran dengan kategori 

Lembaga Negara dan Lembaga Pemenntah Non Kementerian, dan DPR RI berada diurutan 

ke-18 

Hasil penilaian terhadap implementasi 
standar teknis layanan informasi publik 
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2. Waktu Pemenuhan Permohonan lnformasi Publik 

Diagram berikut menggambarkan jumlah permohonan didasarkan pada waktu 

penyelesaian Permohonan lnformasi Publik terdapat dalam Gambar 13. 

Permohonan lnformasi Tahun 2020 Berdasarkan 
Jenis Data 

•Risalah •Naskah Akademik lilLaporan Singkat •~in-lain « permohonan, gambaran permohonan 
"$'*' 

berdasarkan jenis data yang diminta 

disajikan dalam Gambar 12. 
Gambar 12 

JUMLAH 

474 
Permohonan informasi sepanjang 

tahun 2020 masih didominasi permohonan 

atas risalah dan naskah kademik suatu 

pembahasan suatu undang-undang. Dan 

keperluan permohonan informasi masih 

didominasi untuk keperluan penelitian dan 

kajian. Dengan total permohonan informasi 

publik pada tahun 2020 sebanyak 1052 

pemohon badan hukum. Jumlah ini mengalami penurunan jika dibandingkan dengan 

tahun lalu sebanyak 603 Pemohon. Dan jumlah permohonan pada tahun 2020 sebanyak 

1052 permohonan. Jumlah ini rnengalarni penurunan jika dibandingkan dengan tahun 

2019 yaitu sebanyak 2226 permohonan. Perbandingan permohonan antara tahun 2019 

dan tahun 2020 sebagaimana terdapat dalam Gambar 9. 

Penurunan angka permohonan informasi publik ini menjadi indikasi kinerja 

keterbukaan informasi publik yang disampaikan melalu saluran-saluran publik (website, 

social media, majalah, bulletin) telah memenuhi kebutuhan publik atas informasi publik 

di DPR RI dan Setjen DPR RI. Antara lain dalam hal website DPR RI melengkapi menu 

"ARSIP" yang berisi dokumen risalah pembahasan RUU yang telah selesai dan telah 

menjadi arsip di bagian Arsip dan Museum di Pusat Data dan lnformasi. Website DPR RI 

juga mendesign ulang menu SILEG (system informasi legislasi) yang berisi rekam jejak 

pembahasan suatu RUU. Situasi pandemi Covid-19 juga mendorong Setjen DPR RI untuk 

memanfaatkan social media dalam melakukan live streaming melalui youtube dan 

berbagai akun social media lain terkait rapat-rapat DPR RI. 
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'· Permohonan Dikabulkan Seluruhnya, Dikabulkan Sebagian dan Ditolak. 
Dari 1052 (seribu lima puluh dua) permohonan informasi publik, sebanyak 1049 

(seribu empat puluh sembilan) permohonan yang diajukan dikabulkan secara 

Secara umum waktu yang diperlukan dalam pemenuhan informasi publik masih 

dalam koridor ketentuan peraturan perundang-undangan. Waktu yang diperlukan untuk 

memenuhi permohonan tergantung ketersediaan data yang diminta oleh pernohon. Jika 

data atau informasi yang diminta tersedia di cloud PPID permohonan dapat diselesaikan 

dengan singkat. Apabila data yang dimohon masih berada dalam penguasaan unit kerja 

pemilik data, rnaka PPID harus berkoordinasi dengan unit kerja terkait. Proses koordinasi 

dengan unit kerja ini memerlukan waktu sehingga penvelesaian perrnohonan baru dapat 

diselesaikan dalam beberapa hari. Penyelesaian yang membutuhkan waktu lebih dari 17 

hari umumnya adalah data/informasi yang rnasih bersifat aktif dan memerlukan waktu 
untuk proses pendokumentasian. 

Meskipun beberapa permohonan memerlukan waktu yang relative lama, namun 

petugas layanan yang menjadi penanggung jawab atas permohonan tersebut akan 

secara aktif menginformasi kan perkembangan proses pemenuhan informasi yang 

dilakukan oleh PPlD melalui portal layanan yang dimiliki oleh para pemohon. Dengan 

demikian permohonan informasi dan hubungan dengan para pemohon informasi 

berlangsung dengan baik. Umumnya para pemohon informasi yang ingin mengupdate 

permohonan tanpa membuka portal layanan menanyakan secara langsung dengan 
memanfaatkan fitur whatsapp "Tanya Admin" di website ppid.dpr.go.id. 

> 17 hari 

10 hr< n < 17 han 

< 10 har: 

Gambar 13 
Waktu Penyelesaian Permohonan lnformasi Publik Tahun 2020 
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Selama periode Januari sampai April 2019 PPID Setjen dan BK DPR RI melakukan 

beberapa kegiatan guna mendukung terwujudnya keterbukaan informasi publik di 

Sekretariat Jenderal dan Badan Keahlian DPR RI secara optimal. Data terkait pelayanan 

informasi publik Tahun 2020 sebagaimana terdapat dalam Lampiran 3. Beberapa kegiatan 

yang dilakukan seperti redesign website ppid.dpr.go.id; evaluasi dan monitoring PPID 

pelaksana; dan Seminar keterbukaan lnformasi Publik di DPR. 

Berdasar hasil evaluasi PPID yang dilaksanakan pada tanggal 1- 3 Desember 2020 dan 

analisis layanan informasi sepanjang tahun 2020, pelayanan mformasi publik mengalami 

kendala secara umum dilihat dari sumber munculnya kendala dapat dikelompokkan sebagai 

berikut: 
1. Pedoman/pengaturan internal yang mengatur tentang penerapan Pengelolaan 

lnformasi Publik dan penyajian data masih belum memadai. 
2. Ketersediaan sarana prasarana dan SDM dalam pelaksanaan pelayanan PPID belum 

mendukung tercapainya visi Setjen DPR RI dalam memberikan informasi yang cepat 

dan akuntabel. 
3. Aplikasi PPID belum mengakomodir pelayanan informasi publik secara optimal. 

Dalam rangka meningkatkan pelayanan masyarakat PRIMA (Profesional, Ramah, 

lntegritas, dan Amanah) maka, PPID Setjen DPR RI juga turut mengevaluasi kinerja petugas 

dengan melakukan Survei Kepuasan Masyarakat sesuai dengan Permenpan RB Nomor 16 

Tahun 2014 tentang lndeks Kepuasan Masyarakat. Berdasarkan hasil penghitungan Survei 

Kepuasan Masyarakat unit pelayanan hasilnya dapat disimpulkan sebagai berikut: 

a. Nilai SKM setelah dikonversi adalah 85, 7 
b. Mutu Pelayanan A 

c. Kinerja unit pelayanan adalah Sangat Memuaskan 

4. Keberatan dan sengketa 
Selama periode Januari sampai Desember 2020, PPID Setjen DPR RI tidak 

menerima Permohonan Keberatan dari pemohon informasi publik. Sehingga PPID 

Setjen DPR RI juga tidak mendapat gugatan atas sengketa informasi publik. 

keseluruhan. Hanya terdapat 3 (tiga) permohonan yang dibatalkan oleh pemohon 

informasi. 
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Gambar 14 
Hasil lndeks SPBE Tahun 2018-2020 

Setjen DPR RI telah melaksanakan evaluasi 

SPBE pada tahun 2020 dengan hasll nilai 

3,34 (Baik). Hal int merupakan suatu 

peni ngkatan karena has II yang diperoleh 

melampaui target yang telah ditetapkan 

pada Renstra Setjen DPR RI yakni kategori 

Cuku p. Peningkatan ini cu kup slgnifikan 

mengingat hasil SPBE pada tahun 2018 

yaitu sebesar 1,6 (Kurang) dan tahun 2019 

sebesar 2,49 (Cukup). Hasil rndeks SPBE 

DPR RI Tahun 2020 juga lebih tinggi 

dibandingkan dengan rata-rata nilai 

nasional, Kementerian, dan Lembaga 

Pemerintah Non Kementerian (LPNK). Rata­ 

rata nilai nasional sebesar 2,26, Kementerian sebesar 3,19, dan LPNK sebesar 3,14. Hasil 

Sejalan dengan peningkatan terhadap dukungan data dan informasi, tata kelola atau 

manajemen pemenntahan di Indonesia memasuki babak ba ru seiring dengan terbitnva 

Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 95 Tahun 2018 tentang SPBE (Sistem Pemerintahan 

Berbasis Elektronik). Penerapan SPBE merupakan salah satu cara untuk mereformasi 

birokrasi yang secara optimal berdampak pada integrasi sistern yang ada pada Setjen DPR 

RI. Arsitektur SPBE terdiri dari kerangka dasar yang mendeskripsikan integrasi proses bisnis, 

data dan informasi, infrastruktur SPBE, aplikasi SPBE, dan keamanan SPBE untuk 

menghasilkan layanan SPBE yang terintegrasi_ 

Target Cuku,p 
~~~~~~ ~ 

lndeks Pelaksanaan Sistem Pemerintahan 
Berbasis Elektronik (SPBE) 
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No m Komponen Penilaian Bo bot Nilai 2018 Nilai 2019 Nilai 2020 

SPBE 1.6 2.49 I 3.34 ~ 
Domain Kebijakan Internal SPSE I A 17% L 1.18 2.12 3.06 

Kebijakan Internal Tata Kelola SPBE 7% 1.00 1.29 2.71 
Kebijakan Internal Layanan SPBE 10% 1.30 2.7 3.30 

- 
1.14 I B Domain Tata Kelola SPBE 28% 2.43 3.29 

l Kelembagaan 8% I l.00 I 2.00 2 50 I 

[ Strategi dan Perencanaa n 8% 1.00 3.00 3.50 
Teknologj lnformasi dan Komunikasi 12% 1.33 !' 2.33 3.67 

c Domain Layanan SPBE 55% I 1.97 I 2.64 3.45 

Layanan Administrasi Pemerinta han 33% 2.43 
-,, 

2.71 3.71 
I. Berbasis Elektronik 

Layanan Publik Berbasis Elektronik 22% 1.17 'II 2.5 3.00 
" 

Dalam indeks SPBE terdapat tujuh aspek yang dinilai yaitu kebijakan tata kelola, 

kebijakan internal layanan SPBE, kelembagaan, strategi dan perencanaan, teknologi 

informasi dan komunikasi, layanan administrasi pemerintahan berbasis elektronik, dan 

layanan publik berbasis elektronik. Hasilnya hampir seluruh aspek yang diperoleh oleh DPR 

RI secara umum mendapat nilai dengan predikat "Baik" dan di atas rata-rata nasional 

Namun, masih terdapat aspek yang harus ditingkatkan yaitu aspek kebijakan internal tata 

kelola, aspek kelembagaan dan aspek layanan publik berbasis elektronik. 

Tabel 18 
K.Qmj~O~U!i'I Penilaian lndeks Pelaksanaan SPBE DPR RI 

Gambar 15 Aspek lndeks SPBE DPR RI dengan Rata-rata Nasional Tahun 2020 

penilaian tersebut sejalan dengan visi Setjen DPR RI menjadi organisasi yang professional 

dan modern, yang rnarnpu mengoptimalkan penggunaan teknologi informasr dalam 

pelaksanaan tuga dan fungsinya. 
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Sekretarls Jendera/ DPR RI Indra Jskandar menverahkan buku 
Rencona lndu}< Tekno}ogi lnformosi don Kamunikosi (Rtr/K) kepado 
para pe1abat Kesekjenan DPR RI soot loporan peloksanaon RITIK di 

Gedung Setjen DPR RI, Senoyan, Jakarta, RabCJ (15/7/2020), 
Sumber: www dpr.ga.id 

PENGELOLAAN SPBE 
SETJEN DPR RI TAHUN 2020 
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Gambar 16 
Daftar Aplikasi Prioritas Tahun 2020 

r 

Salah satu unsur yang rneningkatkan pencapaian nilai SPBE ini adalah dengan 

diresmikan sebanyak 5 Buku RITIK Setjen DPR RI 2020-2024 pad a 15 Juli 2020 dan ditetapkan 

dengan Peraturan Sekretaris Jenderal DPR RI Nomor 12 Tahun 2020 Tentang Rencana lnduk 

Teknologi lnformasi dan Komunikasi Tahun 2020-2024. Buku RITIK ini bertujuan sebagai 

acuan, dan panduan dalam pelaksanaan program kerja dan anggaran terkait 

pemanfaatan teknologi inforrnasi dan kornunikasi dalam mewujudkan layanan teknologi 

informasi dan komunikasi di lingkungan Setjen DPR RI yang terpadu dan selaras dengan 

a rsitektur nasional Siste m Pemerinta h an Berbasis Elektroni k, RITI K Tahu n 2020-2024 

salah satu strategi untuk mengatasi isu integrasi yang muncul ketika banyaknya aplikasi yang 

dikelola belum dapat memanfaatkan secara maksimal harta 'tak ternilai' yang dirniliki oleh 

Setjen DPR RI, yaitu data dari seluruh aplikasi tersebut. 

Pada tahun 2020 juga telah dilakukan kegiatan prioritas pembangunan/ 

pengembangan aplikasi yang digunakan di internal Setjen DPR RI dan juga integrasi aplikasi 

berbagi pakai dengan K/L lain. Penjelasan terkait aplikasi prioritas terdapat pada Lampiran 

4. Strategi yang secara rutin dilakukan sepanjang tahun adalah integrasi dengan aphkasi­ 

aphkasi umum berbagi pakai SPBE, dan adanya pengembangan aplrkasi yang berdasarkan 

adanya perubahan peraturan. 
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Dalam Peraturan Dewan Perwakilan Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 

2014 tentang Tata Tertib Pasal 32 Ayat (1) huruf j disebutkan bahwa "Pimpinan 

DPR menyusun rencana kerja dan anggaran DPR bersama Badan Urusan Rumah 

Tangga yang pengesahannya dilakukan daiarn Rapat Paripurna DPR". 

lmplementasi atas pasal tersebut dijabarkan dalam pasal lain pada peraturan 

yang sarna, dimana penyusunan rencana kerja dan anggaran DPR dilakukan oleh 

masing-masing Alat Kelengkapan Dewan dan diserahkan kepada Sadan Urusan 

Rumah Tangga untuk ditindaklanjuti oleh Sekretaris Jenderal DPR RI. Oleh 

karena itu, untuk perencanaan, pelaksanaan, dan pertanggungjawaban 

anggaran Satker Dewan diserahkan kepada masing-masing Alat Kelengkapan 

Dewan. 
Sedangkan untuk pelaksanaan anggaran Satker Setjen, Sekretaris Jenderal 

telah memberikan kewenangan pelaksanaan kegiatan kepada 2 (dua) Deputi, 1 

(satu) lnspektur Utama, 1 (satu) Kepala Sadan Keahlian, dan 2 (dua) Kepala Pusat 

yang berada langsung dibawah Sekretaris Jenderal. Pembagian kewenangan 

pelaksanaan anggaran Satker Setjen pada tahun 2020, dapat terlihat dalam 

Tabel 20. 

Sumber: Bagian Evaluasi dan Pelaporan, Januari 2021 

IPersa:ndlnimn P,aig1:1, Anm!l~t:an DPR RI Tahun 2019 dan 2020 

Na. Satuan ~erja 
PquAngatan 

tatlw.~ 2tl19 'RP'l T:Altun 20l~ (RJI~ 

1. Satker oewa1r\ 3.809.031.373.000 J.846.6c3.3.74.B·.000 
(.. Sa'tter S.etjen ji.930.278.774.000 I 1.280.038.081.000 

I 
Jumlillh S.1~9.3Ul.1411.®0 I 5.12Si61l,1829·.000 

Tabel19 

3.3. Akuntabilitas Keuangan 
A. Anggaran dan Reallsasi Angsaran 

Sekretaris Jenderal DPR RI selaku Pengguna Anggaran memiliki 

kewenangan terhadap 2 (dua) Pagu DIPA, yaitu Pagu DIPA Satker Setjen dan 

Pagu OIPA Satker Dewan. Pagu Anggaran DPR RI yang dikelola Sekjen DPR Rl 

pada tahun 2020 dan persandingannya dengan tahun 2019 dapat dilihat dalam 

Tabel 19. 
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Berbeda dengan Tahun Anggaran 2019 dirnana masih terdapat anggaran 

Satker Setjen yang diblokir oleh Kementerian Keuangan yaitu sebesar Rp. 

399.539.922.000100 yang terdiri atas anggaran belanja pegawai sebesar Rp. 

1.537 .600.000,00, be la nja barang sebesar Rp.535.329.000,00 dan belanja modal 

sebesar Rp. 397.466.993.000,00. Namun pada Tahun Anggaran 2020 ini, tidak 

terdapat anggaran Satker Setien yang diblokir oleh Kementerian Keuangan 

Anggaran. 

• lnspektorat utarna 

• Badun Keahlian 

Pusat Data dan tnfurrnas: 

Pusat Pend1d1kan dan Pelatihan 

• Deputi Bidang Persidangan 

• Deputl Brdang Administrasi 

---- -~-~ 
P~ ?a:-Nffdih:nn di!n 

""U.lihon· 
G,~ 

Gambar 17 
Prosentase Pembagian Kewenangan Pelaksanaan Anggaran Satker Setjen 

Tahun 2020 

,'em,·SJ!lilil' • ena'111g;an ea anaan , ~Mill'UI at er. E!li'I a un ~ No Deputi I Pusat Pagu Anggaran % Pagu 

1. Deputi Bidang Administrasi J i.073.229.257.ooo I 83,84% ~ 

2. Deputi Bidang Persidangan 142.963.043.000 11,17% I 
3. Badan Keahlian 31.309.307.000 2,45% 

4,, Pusat Data dan lnformasi 22.259.214.000 1,74% 

5. Pusat Pendidikan dan Pelatihan 6.716.619.000 0,52% 

6. lnspektorat Utama 3 .560.641.000 0,28% 

S k set] T h 2020 
Tabel20 

Plies A 
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Anggaran DPR Rl Tahun 2020 mengalami penurunan sebesar 33,69% 

dibandingkan anggaran tahun 2019. Penurunan anggaran di Program Dukungan 

Manajemen dan Pelaksanan Tugas Teknis Lainnya Setjen DPR RI sebesar 33,71% 

Sumber : Bagian Evaluasi dan Pelaporan, Januari 2021 

f',ersa.ooln,Rll Realisasi An:g1:1mR Satker Seti;en Tahun 2019 dan 2020 

Tahwn 'DIP.A {R~isO J~lt¥sf (IP}, P,~ ntaSt!: (?g) 
2019 1.930.278. 774.000 1.421.251.352.413 73,63 % 

1.530. 738.852.000 1.421.251.352.413 92,85 % 

(Tanpa Blokir Anggaran) 
1 

2020 1.280.038.081.000 1.247.383.941.550 97,45% I 

Dari Pagu Anggaran DPR RI pada tahun 2020 sebesar 

Rp.S.128.671.829.000,00, telah tercapai realisasi anggaran sebesar 

Rp.4.857.668.959.579,00 atau 94,72% dari pagu. Besaran realisasi anggaran 

tersebut berasal dari realisasi anggaran Satker Setjen dan Satker Dewan. 
Pagu yang dikelola Satker Dewan sebesar Rp.3.848.633.748.000,00, telah 

tercapai realisasi anggaran sebesar Rp.3.610.285.018.029,00 atau 93,81% dari 

pagu. Sedangkan Pagu yang dikelola Satker Setjen sebesar 

Rp.1.280.038.081.000,00, telah tercapai realisasi anggaran sebesar 

Rp.1.247.383.941.550,00 atau 97,45% dari pagu. Bila dibandingkan dengan 

tahun 2019, maka realisasi anggaran satker Setjen tahun 2020 mengalami 

kenaikan sebesar 4,60%. 
Setjen dan BK DPR RI secara konsisten berhasil mempertahankan realisasi 

anggaran di atas 80% sejak tahun 2017. Tahun 2020 ini merupakan tahun kedua 

kinerja anggaran Satker Setjen mencapai di atas 90%. Hal tersebut merupakan 

hasil dari perbaikan berkesinambungan atas mekanisme/proses kerja, perbaikan 

perencanaan dan pelaksanaan anggaran, dan koordinasi antar unit kerja. Setiap 

triwulan, dilakukan evaluasi berkala atas capaian realisasi anggaran sehingga 

responsif atas berbagai permasalahan yang timbul. Apabila ada unit kerja yang 

kurang optimal dalam merealisasikan anggarannya, maka dapat segera 

dilakukan revisi anggaran ke unit kerja yang membutuhkan tambahan anggaran. 

Pada label 21 digambarkan persandingan realisasi anggaran Satker Setjen 

Tahun 2016, 2017, 2018, 2019 dan 2020. 

Tabel21 
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Tercapainya sasaran atau target kinerja kegiatan tidak terlepas dari 

dukungan anggaran yang memadai. Rincian realisasi anggaran kaitannya 

dengan sasaran kinerja tergambar dalam Tabel 23. 

dan Program Dukungan Keahlian Fungsi Dewan sebesar 32,82%. Penurunan 

anggaran ini disebabkan adanya kebijakan Perubahan Postur Anggaran sesuai 

amanat Perpres Nomor 54 Tahun 2020 tentang Perubahan Postur dan Rincian 

APBN Tahun Anggaran 2020. 

Pada tahun 2020, wabah Covid·19 melanda seluruh dunia, hal ini sangat 

berpengaruh terhadap pelaksanaan kegiatan di seluruh Kementerian/Lembaga, 

termasuk di Setjen DPR RI. Penerapan pembatasan kegiatan menyebabkan 

terhambatnya pelaksanaan realisasi anggaran. Namun seiring dengan 

penerapan New Normal Life dan kemampuan Setjen OPR RI beradaptasi secara 

optimal, hingga akhir tahun 2020, reafisasi anggaran Setjen DPR RI dapat 

mencapai 97,45%. Tabel 22 menggambarkan persandingan capaian realisasi 

anggaran Tahun 2019 dan Tahun 2020. 

Tabel22 
Pe d'1 R I' . A T h 2019 d T h 2020 
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rsan ~ rumn ea 1sas1 - 'lfgp1ran a un an a un 

I 
Tatum hide ~er.am MKJil~"lRpi Flteall~s.l ~RpJ '6 
2019 01 Program Dukungan 1.484.135.643.000 1.375.890.490.359 't r 92,71 

Manajemen dan 
Pelaksanaan Tugas Teknis 
Lainnya Setjen DPR RI 

11 Program Dukungan 46.603. 209.000 45.360.862.054 97,33 
Keahlian Fungsi Dewan 

I - 

TOTAL 1.530. 738.852.000 1.421.251.352.413 92,85 
2020 01 Program Dukungan l 

97,42 
Manajemen dan 1.248.728. 774.000 1.216.540.256.467 
Pelaksanaan Tugas Teknis 
Lainnya Setjen DPR RI 

I 

I 11 Program Dukungan 31.309.307.000 30.843.685.083 98,51 I 

I 

Keahlian Fungsi Dewan 

TOTAL 1.280.038.081.000 1.24 7 .383.941.550 97,45 
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Realisasi anggaran tertinggi pada tahun anggaran 2020 untuk unit kerja 

setingkat Eselon I dihasilkan oleh Badan Keahlian sebesar 98,51%. Berikutnya 

ditempati oleh Deputi Bidang Administrasi sebesar 97,85%, lnspektorat Utama 

97,47%, dan Deputi Bidang Persidangan sebesar 95,04% (table 20). Unit kerja 

yang realisasinya paling rendah adalah Pusat Data dan Inforrnasl. 

Deputi Bidang Administrasi menjadi perhatian khusus dalam hal realisasi 

anggaran karena pagu yang dikelola mencapai 83,84% dari pagu seluruh unit 

kerja di kesetjenan. Secara sederhana, setiap 10% anggaran yang tidak dapat 

direalisasikan oleh Deputi Bidang Administrasi, maka terdapat anggaran yang 

tidak dapat direalisasikan di Satker Setjen sebesar 8,38%. Sehingga tidak lah 

heran apabila realisasi anggaran Satker Setjen dan Deputi Bidang Administrasi 

tidak terpaut jauh. Besarnya pagu anggaran Deputi Bidang Administrasi karena 

terdapat kegiatan-kegiatan yang cukup besar seperti penggantian lift di gedung 

Nusantara I, pengadaan lift di gedung Nusantara 11 dan Gedung Setjen, perbaikan 

rumah slap huni di RJA dan rumah Pim pi nan DPR RI, dan pengadaan meubelair 

di RJA. Kegiatan-kegiatan besar tersebut sifatnya berkala atau tidak diadakan 

setiap tahun sehingga pada tahun-tahun berikutnya, bisa saja pagu anggaran 

Biro Pengelolaan BMN tidak sebesar seperti saat ini. Untuk kegiatan penggantian 

lift gedung Nusantara I masih akan dilanjutkan di tahun 2021 karena baru 

dialokasikan sebagain di tahun 2020. 

~' ,, ]"" - - 

sau~ 1·~m!lea~ f,agl!l '~ 81 · . .:• _n - .. 
Terpenuhinya kepuasan Anggota 

I DPR RI atas dukungan Setjen DPR 

I 

835.246.651.000 827 .965.365.501 99,13 
RI 

Terlaksananya keterbukaan 
informasi dan pemerintahan 151.544.694.000 143.355.067 .793 94,60 
berbasis elektronik 

Terwujudnya tata kelola 
pemerintahan di Sekretariat 293.246. 736.000 276.063.508.256 94,14 
Jenderal DPR RI yang berkualitas 

~'rand"~~~I . 1.$Q:~~i~$~QIXf ~J',)la .• !Mi.~I !1117,,4.5 
' 

Tabel23 
Rincian Realisasi Angaran ~nit Kerja dan Kalltinnl@ dengan Sasaran 1Kl111i!l]a 
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Melonjaknya realisasi anggaran didukung oleh kerja sama seluruh unit 

kerja di kesetjenan untuk melakukan optimalisasi anggaran mulai triwulan ke-111. 

Adanya pandemi COVID-19 menjadi tantangan tersendiri bagi kesetjenan. 

Kegiatan-kegiatan yang semula dilaksanakan secara tatap rnuka seperti seminar, 

konferensi, Focus Group Discussion (FGD) sebagian besar diubah menjadi 

daring/virtual. Anggaran yang tidak terpakai sebagai dampak dari perubahan 

kegiatan tersebut kemudian direlokasi untuk penanganan COVID-19 seperti 

pengadaan swab test, masker, dan penyemprotan disinfectant. Sehingga, saat 

suatu unit kerja tidak dapat mereailsasikan anggarannya maka direlokasi ke unit 

kerja yang masih membutuhkan. 

Meskipun realisasi anggaran tahun 2020 lebih tinggi dibandingkan dengan 

tahun 2019, namun masih terdapat kendala dalam merealisasikan anggaran, 

yaitu tidak terealisasikannya belanja pegawai secara optimal. Realisasi anggaran 

belanja pegawai tahun 2020 sekitar 93,52%, turun dibandingkan tahun 2019 

yang mencapai 99%. Pagu belanja pegawai tahun 2020 mencapai 

Rp239.486.004.000,- atau sebesar 18,70% dari total pagu anggaran Satker 

N9 Unlt1K!ija PillU "" ..... ~ea-f " ReaJJSQI 
1. Deputi Bidang 11.073.229.257.ooo I 83,84 1.050.185.672.388 97,85 

Administrasi 

2. Deputi Bidang 142.963.043 .000 11,17 135.878.463.306 95,04 
Persidangan I 

3. Pusat Pendidikan 

J 
6. 716.619.000 0,52 

I 
6.311.725.898 93,97 

dan Pelatihan 

~ 
I 

Pusat Data dan 22.259.214.000 1,741 20.693. 732.175 92,971 
lnformasi 

' 5. lnspektorat Utama 3.560.641.000 0,28 3.470.662.700 97,47 

I 6. Sadan Keahlian 31.309. 307 .000 2,45 30.843.685.083 98,51 

Total 1.280.038.081.000 100% 1.24 7 .383.941.550 97,45 

Tabel24 
Capalan Reallsasi Anggaran 

Deputi Bidang Administrasi, Deputi Bidang Persidangan, Pusat Pendidikan dan Pelatihan, 
Pusat Data dan lnformasi, lnspektorat Utama, dan Badan Keahlian 
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'NO lndlk:ator Tahu112Q191 T~hun 2011 EIQbclt 
1. UP/TP 99 100 8 

r- 

2. I Data Kontrak 91 I 81,08 15 
3. I Kesalahan SPM 90 I 90 5 

4. Retur SP2D 99,83 99,88 I 5 
5. Hal Ill DIPA 83,44 91,81 5 
6. ~ 

Revisi DIPA 88,89 I 100 5 
7. 

1 
Penyelesaian tagihan " 92,06 92,28 12 

8. Rekon LPJ 1 100 100 5 
9. Renkas I 99,71 95 5 
10. Realisasi 91,28 95,09 15 
11. Pazu Minus 99,98 1 99,92 

' 
5 

12. Disoensasi SPM 95 100 [ 5 

l 13. Konfirmasi Capaian 98 
I 

5 
~ut 

Total 93,41 7~,79 100 
Konversi Bobot 85% I 

Grand Total 93,87 

Tabel25 
Persandingan Perhitungan lndikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran 

Tahun 2019 dan Tahun 2020 

s.. Kinerja Pelaksanaan Anggaran 
Pada Tahun Anggaran 2020, Setjen dan BK DPR RI memperoleh skor 

lndikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran sebesar 93,87, sedikit lebih tinggi 

dibandingkan tahun 2019 yang mencapai 93,41. Untuk tahun 2020, terdapat 13 

indikator sebagai parameter dalam penghitungan nilai tersebut, bertambah 1 

indikator dari tahun lalu. Adapun sandingan kinerja tahun 2019 dan 2020 

tercermin dalam Tabel 25. 

Setjen. Secara matematis, setiap 1% anggaran belanja pegawai tidak dapat 

direalisasikan, maka terdapat anggaran yang tidak dapat direalisasikan di Satker 

Setjen sebesar 0,18%. Kurang optimalnya realisasi anggaran belanja pegawai 

tahun 2020 karena adanya penundaan kenaikan tunjangan kinerja Setjen DPR 

RI, pengurangan pembayaran gaji ke-13 dan THR, dan keterlambatan 

penerimaan CPNS sebagai dampak pandemi COVID-19 sehingga alokasi 

anggaran yang semula disediakan untuk kedua kegiatan tersebut tidak dapat 

diresalisasikan. 
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C. Capaian Kinerja Anggaran berdasarkan Capaian lndikator Kinerja Kegiatan dan 
lndikator Kinerja Program 

Menggunakan kriteria yang ada pada PMK Nomor 214 Tahun 2017 tentang 
Evaluasi Kinerja Anggaran, dengan memperhitungkan 2 (dua) aspek kinerja, 

yaitu: 

a. Aspek lmplementasi, akan menghasilkan informasi mengenai pelaksanaan 

kegiatan dan pencapaian keluaran yang mengukur (bobot 33,3%) 

1) Penyerapan Anggaran untuk menilai seberapa besar anggaran yang 

telah digunakan untuk membiayai kegiatan. 

2) Konsistensi Rencana Penarikan Dana mengukur konsistensi ketepatan 

waktu pelaksanaan kegiatan yang direpresentasikan dengan ketepatan 
waktu penyerapan anggaran setiap bulan. 

3) Capaian lndi kator Kel uaran mengukur produk (barang/jasa) yang 

dihasikan dari suatu kegiatan yang dilaksanakan. Capaian Keluaran 

(Output) Program diukur dengan membandingkan antara realisasi 

lndikator Keluaran (Output) Program dengan target lndikator Keluaran 

(Output) Program. Capaian Keluaran (Output) Kegiatan diukur dengan 

membandingkan antara realisasi lndikator Keluaran (Output) Kegiatan 

dengan target lndkator Keluaran (Output) Kegiatan. 

4) Efisiensi, mengukur efisiensi pemanfaatan sumber dana (anggaran} 

dalam menghasilkan suatu produk barang/jasa. Pengukuran efisiensi 

dilakukan dengan membandingkan elisih antara pengeluaran 

seharusnya dan pengeluaran sebenarnya dengan pengeluaran 
seharusnya. 

b. Aspek Manfaat, akan menghasilkan informasi mengenai perubahan yang 

terjadi pada pemangku kepentingan sebagai penerima manfaat atas 

keluaran yang telah dicapai. Pada evaluasi ini, diukur dengan 

membandingkan antara realisasi lndikator Sasaran Program dengan target 

Berdasarkan data tersebut, terdapat empat indikator yang memiliki nilai 

pengungkit yang cukup besar, yaitu UP/TP (Uang Persediaan), Data Kontrak, 

Penyelesaian Tagihan, dan Realisasi. Setjen dan BK DPR RI dapat berfokus untuk 

melakukan perbaikan di keempat aspek tersebut tanpa mengabaikan aspek 

lainnya. 
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Tingginya pencapaian aspek manfaat menunjukan bahwa anggaran yang 

direalisasikan oleh masing masing unit kerja di lingkungan Setjen DPR RI 

dilakukan dalam rangka pencapaian sasaran Setjen DPR Rt. 

Meskipun nilai kinerja anggaran sudah dalam kategori sangat baik, akan 

tetapi ada beberapa hal yang masih perlu diperhatikan, antara lain: 

1. Meningkatkan nilai aspek implementasi melalui optimalisasi serapan 
anggaran, penyempurnaan proses penyusunan rencana penarikan, 

penyempurnaan penyusunan target kinerja dan optirnalisasi penggunaan 

anggaran untuk pencapaian kinerja. 

2. Mempertahankan pencapaian aspek rnanfaat dengan melakukan 

penyempurnaan nomenklatur IKU, Target IKU dan metode pengukuran 

atas IKU yang ditetapkan. 

- - ·'' I, ' - 

Na Ulrisur NUa~ IBdh!ir .SfiJ.1' 

1. A:speJ!<; 11 mpJementasi 87.53 % I 33,33% E.1'7% 

11 

- 

2. Aspek Man faa1E i00,00% 65.65% 165,67% 

NHal kifnerja A!"l~nm I 95,84'1! 

Berdasarkan hasil pengukuran mandiri yang dilakukan Setjen DPR RI, dapat 

dijelaskan bahwa nilai kinerja untuk aspek implementasi adalah 87,53 % (berada 

dalarn kategori baik) dan nilai kinerja untuk. aspek manfaat adalah 100% (berada 

dalam kategori sangat baik). Sehingga nilai kerja anggaran untuk Satker Setjen 

dan pada Program yang dikelola oleh Sekretaris Jenderal DPR RI secara 

keseluruhan adalah sebesar 95,84% (berada dalam kategori sangat baik). Rincian 

perolehan nilai untuk masing-masing aspek tergambar dalam Tabel 26. 

Tabel26 
M.asil iEvah.1a<SI IGfnE1il11a1 Ai111Maran 

lndikator Sasaran Program (bobot 66,67%). 
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,No Sisitro!Wlm:ll!ii'iitru ~~ Re.allSa~ a~1:1 

1 Terpenuhinya Kepuasan Anggota 
DPR RI atas dukungan Setjen DPR 
RI 

lndeks Kepuasan Anggota DPR RI I Melebihi target atas Layanan Sekretariat Jenderal 3.20 3,27 
DPR RI 

2 Terwujudnya tata kelola 
I pemerintahan di Sekretariat 
Jenderal DPR RI yang berkualitas J lndeks Reformasi Birokrasi BB BB Sesuai target 

• 
j. Nilai Evaluasi Akuntabilitas ·e· w Sesual target 

Kinerja 

I k. Opini BPK atas Laporan WTP WTP Sesuai target 
Keuangan 

I_ Hasil penilaian tingkat 
maturitas penyelenggaraan Level 3 Level3 I Sesuai target 
SPIP 

75 

Pada tahun 2020 Setjen DPR RI melaksanakan 2 (dua) program yaitu Program 

Dukungan Manajemen Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya dan Program Dukungan 

Keahlian Fungsi Dewan. Secara umum kinerja Setjen DPR RI dapat mencapai target 

yang telah ditetapkan bahkan dibandingkan dengan capaian kinerja tahun 

sebelumnya beberapa indikator kinerja melebihi target yang di tetapkan. 

Target Kinerja Tahun 2020 ada 3 Sasaran yang terbagi dalam 11 indikator. 

Capaian indikator kinerja dari Perjanjian Kerja Setjen DPR RI pada tahun 2020 

sebagaimana terlihat dalam tabel 27. 

Tabel27 
Capaian Kinerja Setjen DPR RI Tahun 2020 

4.1. KESIMPULAN 

Penutup 
Bab IV 
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Dari 11 indikator sebagaimana digambarkan di atas, terdapat 3 indikator yang 

melebihi target, 6 indikator yang sesuai dengan target, dan 2 indikator yang belum 

mencapai target yang telah ditetapkan. Kinerja Setjen DPR RI yang melebihi target 

atau sesuai dengan target merupakan sebuah keberhasilan Setjen DPR RI dalam 

menggunakan hasil evaluasi tahun sebelumnya dalam menyusun rencana dan 

melaksanakan kegiatan di tahun 2020. Sedangkan untuk indikator kinerja yang belum 

mencapai target akan dilakukan evaluasi dan ditindaklanjuti pada tahun berikutnya. 

Pandemi COVID-19 yang merupakan bencana nasional telah mempengaruhi 

upaya untuk pencapaian target, namun Setjen DPR RI telah berupaya melakukan 

penyesuaian dalam mekanisme kerja sehingga target indikator yang telah ditetapkan 

sebagian besar dapat tercapai. 

I No ~ranllndJkaJor Target ReaJisaiJ f:.ilpRlafl ] 
m. Hasil penilaian tingkat 

Level 3 Level 3 Sesuai target ~1pabllitas APIP 

11'1!. JumlaH1Jnlt ke•Ja·,ya-ne:. 
rrief'l·~·a,P.M,k'i! n· pr:e~'I K:at 2 Unit 2 Unit Sesuai target 
\Wl(!W~M 

o. Jumlah program dlklat yang 
Belum mencapai memperoleh akreditas 2 i 

minimal "B" target 
~ 

i p. Hasil Pengawasan Kearsipan 
B A Mefebihi target Lembaga DPR 

---------- ---------------· - -------- 
3 . Terlaksanannya keterbukaan 

: informasr dan pemerintahan 
· berbasis elektronik 

c. Hasil penilaian terhadap 
Menuju Cukup Belum mencapai implementasi standar teknis 

lnformatif lnformatif target layanan informasi publik 
I--- 

Id 
lndeks pelaksanaan Sistem 
Pemerintahan Berbasis Cukup Baik Melebihi target 
Elektronik (SPBE) 

----- 
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Dari kendala yang ada dan prediksi kebutuhan di tahun 2021 terdapat 

beberapa rekomendasi dan rencana tindak lanjut sebagai berikut: 

1. Untuk indikator kinerja yang sudah mencapai dan melebihi target agar dapat 

dipertahankan dan ditingkatkan sehingga target iangka menengah sebagaimana 

terdapat dalam renstra Setjen DPR RI 2020-2024 dapat tercapai. 

2. Menyusun pedoman/pengaturan internal yang mengatur tentang penerapan 

Pengelolaan lnformasi Publik dan penyajian data, menyediakan sarana 

prasarana, SOM, dan mengembangkan Aplikasi PPID untuk mengakomodir 

pelayanan informasi publik secara optimal sehingga mendukung tercapainya 

visi Setjen DPR RI dalam memberikan informasi yang cepat dan akuntabel. 

3. Terkait pencapaian indikator jumlah program diklat yang memperoleh 

akreditasi minimal "B" perlu dilakukan pengembangan pelaksanaan diklat 

secara virtual. 

4.2.SARAN/REKOMEN DASI 
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Penjelasan Pengembangan Aplikasi Pada Tahun 2020 

Data Terkait Layanan lnformasi Publik Tahun 2020 

Daftar Responden Survey Kepuasan Anggota DPR RI atas Layanan Setjen 
DPR RI 

Perjanjian Kinerja Sekretariat Jenderal DPR RI 

DAFTAR LAMPIRAN 

LAMPIRAN4 

LAMPIRAN 3 

LAMPIRAN 2 

LAMPIRAN 1 

Laporan Kinerja Sekretariat Jenderal 

Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia 

Tahun 2020 



81 

. 

-C2.--.ml -- 
: ... ~1 i- 

==-----------' 
,.I - 
I c:::_- - -=- I 

I 

·-- I• _j 

I 

.. 

~ .. -~ .,,_.,..,... .,.. .. , .... 
_..., ... ~l _..-il•W. ............... _ __ 

........ ~.,_ ....... ~ ~ ~ """'· --1 -...-.. -. ~~--..,.~-----·-n.. - ·---.11.• - -- 

Perjanjian Kinerja 

Sekretariat Jenderal DPR RI Tahun 2020 

LAMPIRAN 1 
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Na FitakSf .lu1rrdati 
iaOi~ Al1•~1 

I 
I 1 Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan 128 51 

I 

2 Fraksi Partai Golkar 85 34 
3 Fraksi Partai Gerakan Indonesia Raya 78 31 
4 Fraksi Partai Nasdem 59 24 

5 Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa 58 23 
6 Fraksi Partai Demokrat 54 

I 
22 

7 Fraksi Partai Keadilan Sejahtera so 20 
' 

8 Fraksi Partai Amanat Nasional 44 18 
I 

9 Partai Partai Persatuan Pembangunan 
I 

19 8 

I Jumlah 575 ,1 231 

Daftar Responden 

Survey Kepuasan Anggota DPR RI atas Layanan Setjen DPR RI 

LAMPIRAN 2 
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JIJMtAJH 
JENtS PERMINTM.fl DAT~ 

'NO. iwl..lN }"ERM01-i.Gr-j4h1, NASIMH WOMN' llAJN'· 
RI~ A~~iK SlN.G'KAT JAIN 

1. JANUARI 167 64 i 75 3 25 
2. I FEBRUARI 149 68 51 I 4 26 
3. MARET 82 I 39 28 

I 
1 I 14 I 

4. APRIL 72 22 32 7 11 

5. MEI 59 28 28 0 3 
I 

6. JUNI 94 49 16 3 26 

7. 
I 

JULI 74 48 21 2 3 l 

8. 
I 

AGUSTUS 65 25 23 5 12 

REKAP PERMOHONAN DAN JENIS DATA YANG OIMINTA PEMOHON INFORMASI 
TAHUN 2020 

PEMPIH0N PIMQMeN" l'OtAl " BUIAN 'PERGMNGAll ~ '~EJ.lJJW111Aftt MU KUM 
JANUARI 59 2 61 
FEBRUARI 58 2 60 
MARET 39 1 40 
APRIL 32 0 I 32 
MEI 27 0 27 

- 

JUNI 37 2 39 
JULI 29 0 29 

AGUSTUS 35 0 35 
SEPTEMBER 45 1 46 

OKTOBER I 38 1 39 
NOVEMBER 34 1 I 35 
DESEMBER 23 0 23 

TOTAL 
1: 

456 I 10 466 I 

/ 

Data Terkait Layanan lnformasl Publik Tahun 2020 

REKAP PEMOHON (BARU) INFORMASI PUBUK TAHUN 2020 

lAMPIRAN3 
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"' se1esa1 ~am, No. Bulan Psrmaoomn 
<~Ehr Ul~r e r.t~.17tJ .::, l7ftr 

1 Januari I 167 148 14 5 

2 Februari 
I 

150 65 I 54 31 
I 

3 Maret 82 70 7 5 

4 April 72 59 7 6 
5 Mei 59 44 7 8 

6 Juni I 94 81 5 8 
I 
I I 7 Juli 
I 

74 56 3 15 
8 Agustus 65 29 22 

I 
14 

9 September 92 61 20 11 
I 

10 Oktober 76 43 14 19 

11 November 68 55 12 1 

12 Desember 53 43 4 6 

I 
TOTAL 

I 1052 I 754 
I 169 129 

Waktu Penyelesaian Pennohonan 

lnformasi Publlk Tahun 2020 

JE'NlS PDMINTAAN ,DAtA 
Jt.lMWl ,, 

NO. BUL:AN PERMOHO:NAN R~H rilA!Wi l:AfQRAN UJ,N- 
~.eMI~, SlNGUT 'l:AIN 

- 

9. SEPTEMBER 92 41 39 
I 3 9 

10. OKTOBER 76 
I 

28 34 2 I 12 
11. I NOVEMBER 68 40 20 0 I 8 
12. DESEMBER 54 22 19 4 9 

TOTAL I 1052 474 386 34 I 158 
' 
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Untuk mendukung terlaksananya presensi pegawai yang menjalankan WFH maka 

dikembangkan aplikasi SIRAJIN yang berbasis mobile dengan menyesuaikan terhadap 

perubahan lingkungan dan teknologi. 

Pengembangan Sistem lnformasi Rekap Absensi Jam Kerja lndlvldu (SIRAJIN) 

dijadwalkan akan dikerjakan mulai dari kuartal ke-1 hingga ke-4 tahun 2020. SIRAJIN 

merupakan aplikasi untuk absensi pegawai DPR RI yang menjalankan pekerjaan dari 

rumah/work from home berbasiskan jaringan online untuk mengantisipasi penularan 

COVID-19. Aplikasi ini telah digunakan sejak kuartal ke-1 tahun 2020, namun 

pengembangan terhadap aplikasi ini terus dilakukan hingga akhir tahun 2020. 

Baaan 1 Screenshot Aplikasi SIRAJIN 

\ctsl4h pt9GWGI llldo.kuko.o @Ni111 onli'le {pr-II dAI0."1!). inU4 
ptBGwG.1 dllp4l lli!llfi'd "*9iti wo.1<111 ldriall. 

a. SIRAJIN 

Sistem Kepegawaian saat ini telah 

menggunakan Aplikasi SIAP (Sistem 

lnformasi Administrasi kePegawaian} 

yang menyediakan informasi bagi 

pegawai Setjen DPR RI melalui Aplikasi 

SIAP adrnmlstrasi data diri seluruh 

pegawai Setjen DPR RI. Data pribadi, 
riwavat jabatan, KTLN, hingga sisa cuti 

masin-masing pegawai, 

Presensi/kehadiran, Tunjangan Kinerja 

dan pemotongannya, Pelanggaran 

Disiplin Pegawai, Daftar Riwayat Hidup, 

Daftar Buku Putih Pegawai dan 

terintegrasi dengan aplikasi lainnya di 

lingkungan Setjen DPR RI, salah satunya 

adalah aplikasi presensi pegawai. 

Terkait dengan tren pandemi Covid-19 sesuai Surat Edaran KemenPAN-RB 

tentang WFH maka juga dikeluarkan Surat Edaran Sekjen Nomor SJ/04441/SETJEN 

DAN BK DPR Rl/KP.01/03/2020 Tentang Pemberitahuan Berdinas Dari Rumah (WFH}. 

Penjelasan Pengembangan Aplikasl Pada Tahun 2020 

LAMPIRAN4 
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c, e-Arsip 

Strategi untuk melakukan implementasi e-Arsip ditujukan untuk mendukung 

proses bisnis kearsipan. lmplementasi e-Arsip ini disesuaikan dengan arahan dari Arsip 

Nasional Republik Indonesia (ANRI) dalam jaringan SIKD dan JI KN. SRI KANDI Setjen DPR 

Ba1an 2 Screenshot Modul Perjanjian Klnerja Aplikasi e-PPKP yan1 
terinte1rasi denaan e-Klnerja BKN 

. . - . 

yang terintegrasi dengan Bagian Kllk tab Tllg8S Pollok lalu kllk uralan tugas yang akan dllnput targetnya. 

Masukan semua data vang dibutuhkan lalu kllk tombol ... Perencanaan. 

Sistem manajemen kinerja yang 

digunakan berupa aplikasi e-PPKP 

untuk mencatat, merekam dan menilai 

performa kinerja pegawai Setjen DPR 

RI. Pengembangan dari aplikasi e-PPKP 

diwujudkan dalam Aplikasi SIRAJIN 

sebagai aplikasi presensi secara online 

dan pencatatan kinerja harian. 

lntegrasi aplikasi manajemen 

kinerja selaras dengan konsep SPBE 

ditindaklanjuti melalui pengembangan 

dengan aplikasi e-Kinerja BKN, dimana 

Setjen DPR RI menyatakan 

kesanggupan berkolaborasi dalam 

Piloting Project e-Kinerja BKN yang 

sedang dalam proses, salah satunya 

diselesaikan modul Perjanjian Kinerja b. Input Tarvet 

~ Rfll< ... ~lln """'t p.._jon, Ptnt1011Nn i:libl dto 1n1....,; bo<d•­ ,_- -~~ -- 
• Men.,,..... •on<-1'"6 "'4or- o......ww. d.tbl 

t ~•ti.Ii i,w.,---...11•"'_,,w_ do"' 

-- >b.1111 ""; _..,......., ..... d.t!o 
~ ..,, ..., ....... 
~...: .... _,.,,..,ft.lg II")~~ "-to•~~ ..... ~ 

L,- ... ~ --· .. 
~I"'°' .. •- •"'-',.,,•<~!t~• • ......... 11 • o....,;i, .,.;.- 

~ !dil .._. ke]I 
~i Ml--...u.11.M.(~) 

p ... , .... ['rftll•""'".:"-~· 

~~ ~~ ~~ 
1-m:f .. ~ ~-- ~~~~ 

b. e-Klnerja (Piloting dengan BKN) 

Laporan Kinerja Sekretariat Jenderal 

Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia 
Tahun 2020 



•• .:tr 

mendukung juga tetapi 

menandatangi nota 

kesepahaman dan perjanjian 

kerja sarna sebagai bentuk 

jaminan sistem elektroni k 

yang aman di lingkungan DPR 

RI. lmplementasinya, 

dilakukan dengan penerbitan 

Sertifikat Elektronik yang tidak 

hanya melindungi keamanan 

serta keabsahan doku men, 

RI (BSSN) Negara 

Setjen DPR RI dan 

Badan Siber dan Sandi 
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Bagan 3 Sekretaris Jenderal DPR RI Indra lskandar, Badan Siber dan 

Sandi Negara (BSSN) RI memperlihatkan nota kesepahaman dan 

perjanjian kerja sarna sebagai bentukjaminan sistem elektronik 

yang aman di lingkungan DPR RI, Jumat 3 Jull 2020 

d. Sertifikat Elektronik (integrasi dengan BSSN) 
Salah satu strategi aplikasi yang akan dikembangkan pada tahun 2020 adalah 

implementasi digital signature atau e-Sign. lmplementasi digital signature ini 

mendukung penggunaan tanda tangan digital, otentikasi, dan kerahasian dokumen di 

DPR RI. 

Tindak lanjut implementasi integrasi Aplikasi Srikandi ini akan dilakukan pada 

tahun 2021. 

2. Kemkominfo 

3. Setjen DPR RI 

4. BPKP 

5. LAN 

6. BKN 

7. ANRI 

RI sebagai salah satu instansi pusat pilihan untuk pilot project Aplikasi Umum SPBE 

SIKD e-Arsip Terintegrasi berasitektur microservices yang diselenggarakan oleh ANRI 

dan KemenPAN-RB. Terdapat 7 instansi yang tergabung dalam kegiatan ini, yaitu: 

L KemenPAN RB 
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terkait implementasi apfikasi Simbra 

untuk layanan persuratan antar K/L. Pada tahun 2020, dilakukan integrasi pengelolaan 

enkripsi surat rahasia menggunakan aplikasi Selection 2 yang dikembangkan oleh BSSN 

dan telah digunakan oleh 24 K/L. 

Sebel umnya telah berjalan 

aplikasi persuratan yang hanya 

mengakornodir proses input 

pencatatan surat masuk/kel uar. 

kemudian dikembangkan menjadi 

aplikasi persuratan yang baru untuk 

e-Disposisi di lingkungan Setjen DPR 

RI dengan disematkan four tanda 

tangan elektronik yang bekerjasama 

dengan BSSN (sertifikat elektronik), 

Selain itu telah dilakukan 

kolaborasi dengan Kemenlu yaitu 
Bagan 4 Screenshot Aplikasi Selection untuk Enkripsi Surat 
Rahasia 

e, Apfikasi Enkripsi Surat Rahasia 

gerakan paperless sebagai perwujudan Parlemen Modern. 

Melalui kesepakatan ini, Sekretaris Jenderal DPR RI Indra lskandar menilai 

pentingnya dukungan dari BSSN untuk menata dan mempersiapkan menuju 

moderisasi ke depannya. Langkah awal ini dimlainva sebagai payung agar segala 

apltkasi yang dimilki seperti website resmi, media sosial, hingga aplikasi-aplikasi yang 

digunakan lainnya dapat memberikan pelayanan optimal dan jaminan rasa aman bagi 

untuk semua proses teknologi dan digital yang berjalan di DPR RI. 
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Aplikasi lainnva yang telah diimplementasi pada tahun 2020 antara lain, 

pengembangan e-Learning (Pusdiklat), pengembangan aplikasi PDM (SILUGAS) pada Biro 

Protokol untuk menggantikan website Rumah Aspirasi, pembangunan BKSAP Hub sebagai 

bentuk inovasi Zona lntegritas Reformasi Birokrasi pada unit kerja Biro KSAP, Redesain 

website Pengaduan Masyarakat sebagai Quickwins Reformasi Birokrasi dilaksanakan sejak 

akhir tahun 2019 hingga kuartal ke-3 tahun 2020. Sedangkan untuk Bidang Perpustakaan 

telah melakukan inovasi aplikasi Sistem lnformasi PINTER (SIPINTER). Pengembangan 

SlPINTER bagi kalangan internal DPR bermanfaat untuk unit kerja pada khususnya dan 

organisasi pada umumnya serta bermanfaat pula untuk Anggota DPR dan stakeholder 

dilingkungan Setjen DPR RI. 

Sejak tahun 2019 

Komisi VI tel ah 

menggunakan akun Cloud 

yang khusus diperuntukan 

sebagai data repository 

bahan rapat antara Komisi 

VI dengan mitra kerjanya, 

system ini diberi nama 

Simfoni. Setelah berhasil 

dilakukan piloting pada 

Kornisi VI, SIMFONI akan diberlakukan secara massif kepada AKO lainnya pada tahun 

2021. 

Bagan 5 Screenshot Aplikasi SIMFONI 

f. SIMFONI (Sistem lnformasi Mitra Kerja DPR RI) 
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